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BAB. I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan 

bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan seta cita-cita 

bangsa. Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Disamping itu, Laporan Kinerja dapat digunakan 

sebagai alat untuk menilai kinerja aratur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.  

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 

2025 ini merupakan realisasi dan capaian kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan Tahun 2025.  Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, akan dikemukakan secara singkat 

tentang hasil pengukuran terhadap Indikator-indikator dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan 

dan sejauh mana pengaruhnya terhadap pencapaian Tujuan serta kendala-kendala  yang dihadapi 

dalam pencapaiannya, demikian pula langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendala yang 

kemungkinan akan terjadi pada saat mendatang.: 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah.  

LKjIP BPBD Kabupaten Jembrana Tahun 2025 ini merupakan masa tahun pertama dari 

periode 5 (lima) tahunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029, dimana 

Renstra BPBD adalah merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten 

Jembrana TAhun 2025-2029 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional 

dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap bidang urusan 

dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap 

Perangkat Daerah. 

1.2  Maksud dan Tujuan 

 Adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut: 

1. Mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana didalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan 

perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 
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2. Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Jembrana didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.  

3. Memberikan laporan kegiatan secara transparan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025. 

4. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. 

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ada 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025  adalah sebagai berikut : 

1. Mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target  tujuan dan 

sasaran strategis pada  Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana yang telah 

ditetapkan, melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.  

2. Meningkatkan dan memperbaiki kinerja pada Badan penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jembrana terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang 

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

1.3  Dasar Hukum 

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan LKjIP Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024  adalah : 

1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, 

Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3) Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4871);  
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6) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana; 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan 

Bencana; 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan 

Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322);  

10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenkltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

14) Permenpan RB No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

15)  Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Jembrana tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana 

Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30). 

16) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4). 
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17) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah ; 

18) Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Semesta Berencana 

Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029. 

 

1.4. Gambaran Umum 

a.  Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana dibentuk pada 

tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Jembrana Nomor 10 Tahun 2016  

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Jembrana Nomor 15). Sebagai penjabaran lebih lanjut terkait Struktur 

Organisasinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati No.21 tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Daerah. 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Jembrana  

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah baik di Tingat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten. Adapun Tugas dan Fungsi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah menurut Undang Undang No.24 Tahun 2007 adalah : 

1. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuaidengan kebijakan pemerintah daerah 
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dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, 

serta rekonstruksi secara adil dan setara; 

2. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

3. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; 

4. menyusun dan menetapkan prosedur tetappenanganan bencana; 

5. melaksanakan penyelenggaraan penanggulanganbencana pada wilayahnya; 

6. melaporkan penyelenggaraan penanggulanganbencana kepada kepala daerah 

setiapsebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat 

bencana; 

7. mengendalikan pengumpulandan penyaluran uangdan barang; 

8. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaranyang diterima dari anggaran 

pendapatan belanja daerah; dan 

9. melaksanakan kewajiban lain sesuai denganperaturan perundang-undangan. 

Sedangkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah : 

a. perumusan dan penetapan kebijakanpenanggulangan bencana dan penanganan 

pengungsi dengan bertindakcepat dan tepat, efektif dan efisien; serta 

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatanpenanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu, dan menyeluruh. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

“Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana“ dan 

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Badan Daerah,  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Jembrana mempunyai tugas pokok yaitu Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana serta Tugas Pembantuan yang diberikan 

kepada daerah sesuai dengan bidang tugasnya. 

Sedangkan Fungsi dari BPBD Kabupaten Jembrana adalah : 

1.  Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 

2.  Pelaksanan tugas dukungan teknissesuai dengan lingkup tugasnya 

3.  Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai lingkup 

tugasnya 

4.  Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah 

sesuai lingkup tugasnya. 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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d.  Isu-Isu Strategis dan Permasalahan 

Adapun isu-isu strategis yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana di Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : 

 Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Geologi. Indonesia memiliki potensi 

bencana geologi yang tinggi karena letaknya di pertemuan tiga lempeng tektonik.  

 Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi Akibat Perubahan 

Iklim. Perubahan iklim global meningkatkan intensitas bencana hidrometeorologi seperti 

banjir dan tanah longsor.  

 Peningkatan Alih Fungsi Lahan dan Percepatan Perkembangan Pusat Pertumbuhan dan 

Kawasan Investasi. Alih fungsi lahan dan perkembangan kawasan investasi dapat 

meningkatkan risiko bencana.  

 Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kolaborasi Multi-Aktor Pentahelix. 

 Pengelolaan Data dan Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi Kebencanaan 

 Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas Bidang Penanggulangan Bencana 

 Sedangkan beberapa permasalahan lain yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan 

bencana yaitu: 

a. Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana   

 Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Risiko Bencana 

 Kurangnya Sistem Peringatan Dini yang Efektif dan Menjangkau Seluruh Wilayah Rawan 

Bencana 

 Masih Terbatasnya Peta Rawan Bencana yang Akurat dan Terbarukan  

b. Kapasitas Sumber Daya  

 Terbatasnya Personel yang Terlatih Secara Profesional dalam Penanggulangan Bencana  

 Keterbatasan Anggaran untuk Kegiatan Mitigasi dan Penanganan Darurat Bencana 

 Minimnya Sarana dan Prasarana yang Memadai (alat evakuasi, logistik, komunikasi 

darurat, dll) 

c. Koordinasi dan Sinergi Antar Instansi  

 Lemahnya koordinasi antara BPBD dengan instansi terkait, termasuk pemerintah pusat dan 

daerah.  

 Kurangnya pelibatan aktif masyarakat, sektor swasta, dan LSM dalam manajemen risiko 

bencana.  

d. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 

 Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan sistem digital dalam pemantauan, 

pelaporan, dan penanganan bencana. 
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 Data kebencanaan yang belum terintegrasi secara baik antar wilayah.  

e. Perubahan Iklim dan Degradasi Lingkungan 

 Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana akibat perubahan iklim (banjir, kekeringan, 

kebakaran hutan). 

 Kerusakan lingkungan (deforestasi, alih fungsi lahan) yang memperparah risiko bencana. 

1.5 Kepegawaian 

     Berdasarkan keadaan pada akhir tahun 2025 jumlah pegawai BPBD Kabupaten Jembrana 

adalah sebanyak 46 orang yang seluruhnya sudah berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan 

rincian sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin 

No ASN Jumlah 
Jenis Kelamin 

L P 

1 PNS 10 9 1 

2 P3K 24 18 6 

3 P3K Paruh Waktu 12 10 2 

JUMLAH 46 37 9 
Sumber : Sekretariat BPBD Kab.Jembrana 

Tabel 1.2 

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan 

No ASN JML 

Pangkat/ Golongan 

II III IV 

a b c d a b c d a b c d 

1 PNS 10 - - - 1 3 1 - - 4 1 - - 

2 P3K 24 - - - - - - - - - - - - 

3 P3K Paruh Waktu 12 - - - - - - - - - - - - 

 
JML 46 

Sumber : Sekretariat BPBD Kab.Jembrana 

Tabel 1.3 

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No ASN Jumlah 
Tingkat Pendidikan 

SD SMP SMA D1 D3 S1 S2 

1 PNS 10 - - 1 - - 8 1 

2 P3K 24 - - 18 - - 6 - 

3 P3K Paruh 
Waktu 12 - - 9 - - 3 - 

Jumlah 46 - - 28 
  

17 1 
Sumber : Sekretariat BPBD Kab.Jembrana 

 

Berdasarkan SK Bupati Jembrana Nomor 74/ORPUS/2024 tentang Perubahan atas Keputusan 

Bupati Nomor 468/ORPUS/2023 tentang Penetapan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah 
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Kabupaten Jembrana tahun 2023, kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada organisasi BPBD 

adalah sebanyak 83 orang ASN. Jumlah pegawai pada akhir tahun 2025 adalah sebanyak 46 orang, 

sehingga masih kekurangan sebanyak 37 orang pegawai.  

1.6 Sarana dan Prasarana. 

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung 

pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD kabupupaten Jembrana 

didukung sarana dan prasarana sebagai berikut : 

Tabel 1.4 

Data Peralatan/Sarana Prasarana Penanggulangan  Bencana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jembrana 

NO Nama Alat Jumlah Alat Kondisi Alat 

1 Mobil Ambulance 1 Baik 

2 Mobil Oprasional 1 Baik 

3 Mobil Komando D-Max 1 Baik 

4 Mobil Komando Teriton 1 Baik 

5 Mobil Dapur Umum Lapangan 1 Baik 

6 Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Perahu Karet 

Tak Bermotor Khusus) Bermotor 

1 Baik 

7 Perahu Karet (Alat Angkutan Apung  Perahu Karet 

Tak Bermotor Khusus) Bermotor 

2 Baik 

8 Torpedo Bouy 3 Baik 

9 Mesin Gerinda Tangan 1 Baik 

10 Mesin Bor Tangan 1 Baik 

11 Alat Penarik Kapal () 1 Baik 

12 Mesin Penghisap Debu/Vacuum 1 Baik 

13 Mesin Pemotong Rumput/ Yamamak 1 Baik 

14 Tandon Air  4 Baik 

15 Pelampung/ Ring Bouy 3 Baik 

16 Chainsaw kecil 5 Baik 

17 Chainsaw tanggung 4 Baik 

18 Chainsaw besar 4 Baik 

19 Genzet 2 Baik 

20 Motor Trail 6 Baik 

21 Motor X-Ride 3 Baik 

22 Motor Hondaa CFR-150 1 Baik 

23 Pompa Portabel 2 Baik 

24 HT 28 Baik 

25 Pesawat rage 1 Baik 

26 Life Jackt 30 Baik 

27 Senter Kepala 20 Baik 

28 Sepatu Scuba 20 Baik 

29 Tali Wibbing 1 Baik 

30 Tenda Peleton 2 Baik 
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NO Nama Alat Jumlah Alat Kondisi Alat 

31 Tenda Pengungsi 2 Baik 

32 Tenda Keluarga 4 Baik 

33 Pompa Jinjing 3 Baik 

34 Pompa Alkon 10 Baik 

35 Selang Polyster Predator 3 Baik 

36 Selang Polyster Appron 10 Baik 

37 Selang Pemadam 1 Baik 

38 Nozel 3 Baik 

39 Helem JYJX/OEM 20 Baik 

40 Truk Tangki Air 1 Baik 
Sumber Data Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab.Jembrana 

 

Berdasarkan analisis terhadap kebutuhan ketersediaan Peralatan dan logistik yang tersedia 

pada BPBD Kabupaten Jembrana, secara umum dapat dikatakan bahwa masih banyak yang perlu 

dilengkapi untuk lebih mendukung penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten 

Jembrana mengingat Intensitas Kejadian Bencana menunjukkan adanya peningkatan Jumlah 

Kejadian dari Tahun ketahun. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. Visi dan Misi 

2.1.1 Visi 

Visi pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala 

daerah terpilih yang telah disampaikan dalam tahapan pemilihan kepala daerah. Visi 

ini tidak hanya mencerminkan komitmen kepemimpinan daerah, tetapi juga 

menggambarkan arah pembangunan serta kondisi masa depan yang ingin dicapai 

(desired future) dalam periode pemerintahan selama lima tahun.  

Sebagai bagian dari system perencanaan pembangunan daerah, visi tersebut 

disusun selaras dengan misi yang diemban oleh kepala daerah dan wakil kepala 

daerah. Misi ini mencerminkan strategi dan upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi, dengan fokus pada berbagai aspek pembangunan, termasuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, pengelolaan 

lingkungan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.  

Visi Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 adalah “Nangun Sat Kerthi 

Loka Bali  Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru 

di Kabupaten Jembrana menuju Jembrana Maju, Harmoni, dan Bermartabat 

dengan Membangun Manusia, Alam, dan Budaya” serta motto : Jembrana Maju, 

Harmoni dan Bermartabat. 

2.1.2 Misi 

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan 4 (empat) Misi sebagai 

berikut :  

1. Menjaga Manusia untuk mewujudkan masyarakat Jembrana yang berdaya saing dan 

mandiri.  

2. Menjaga Alam dan Lingkungan untuk menghadirkan ekosistem hijau dan ramah 

serta dapat mengakomodir kehidupan masyarakat Jembrana  

3. Menjaga Agama, Budaya, Adat dan Tradisis Jembrana 

4. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Respobsive, Adaptif, dan Inovatif 

Penjelasan dari masing-masing Misi sebagai berikut : 

1. Menjaga Manusia Untuk Mewujudkan Masyarakat Jembrana yang Berdaya Saing dan 

Mandiri. 

Memastikan setiap individu dalam masyarakat Jembrana mendapatkan akses ke pendidikan, 

kesehatan, dan layanan sosial yang memadai, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan, 
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meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat struktur sosial.  

2. Menjaga Alam dan Lingkungan untuk Menghadirkan Ekosistem Hijau dan Ramah Serta dapat 

Mengakomodir Kehidupan Masyrakat Jembrana 

Melindungi dan Mempertahankan ekosistem lokal, termasuk hutan, sungai, dan lahan 

pertanian agar tetap sehat dan produktif, mengelola limbah dengan bijaksana, dan memitigasi 

dampak perubahan iklim secara sekala dan niskala. Disamping itu juga dilakukan upaya 

penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah yang mendukung pelestarian alam. 

3. Menjaga Agama, Budaya, Adat dan Tradisi Jembrana  

Melestarikan tradisi, adat istiadat, dan seni budaya lokal yang merupakan bagian penting dari 

identitas masyarakat jembrana melalui penyelenggaraan festival, upacara, dan praktik budaya 

lainnya sambil merangkul aspek-aspek baru dari dunia global  

4. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif, Adaptif, dan Inovatif 

Pelayanan publik ditingkatkan melalui digitalisasi, penyederhanaan birokrasi, serta 

peningkatan kapasitas aparatur agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat 

memastikan akses yang merata, mendukung kesejahteraan, dan mempercepat pembangunan 

Jembrana. 

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Jembrana yang 

dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Jembrana yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

membangun dan meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang handal dengan melibatkan 

semua unsur terkait dalam penanggulangan bencana, adalah terdapat pada Misi 2 (kedua) yaitu : 

“Menjaga Alam dan Lingkungan untuk Menghadirkan Ekosistem Hijau dan Ramah Serta 

dapat Mengakomodir Kehidupan Masyrakat Jembrana”. 

Sedangkan tujuan Pemerintah Daerah yang hendak dicapai oleh BPBD Kabupaten 

Jembrana mengacu kepada misi tersebut adalah terdapat pada Tujuan 2 yaitu : 

“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan” dengan  Sasaran 2C yaitu :  

“Meningkatnya Resiliensi Daerah dan Menurunnya Kerentanan Bencana”.  

Tujuan /sasaran pemerintah daerah ini akan digunakan sebagai acuan didalam menetapkan 

Tujuan Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 

yang selanjutnya akan dirumuskan kedalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kaupaten Jembrana 

tahun 2025-2029.. 

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Jembrana. 

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari 

masing-masing misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas 

dan fungsinya. Tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organissai dan 
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perbaikan- perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi 

“(Meneg.PAN, 2008:20).  

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau 

dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan 

atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. 

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang 

akan dilakukan untuk mencapai tujuan” Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu 

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah 

diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran 

(target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang 

diharapkan dari suatu kegiatan.  

Sedangkan Indikator kinerja merupakan ukuran yang dipergunakan untuk 

menilai efektifitas dan efisiensi kinerja suatu organisasi dalam mencapai 

tujuan/sasaran. Indikator ini akan membantu memantau kemajuan, mengidentifikasi 

kelemahan, dan meningkatkan kualitas kinerja. Adapun Tujuan yang ingin dicapai 

BPBD Kabupaten Jembrana yang  ditetapkan pada Rencana Strategis BPBD 

Kabupaten Jembrana 2025-2029, yaitu “Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap 

Bencana dan Perubahan Iklim” dengan Target jangka menengah yang hendak 

dicapai  sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Tujuan dan Indikator Tujuan BPBD tahun 2025-2029 

No Tujuan Indikator Kinerja Satuan 
Target 
2025 

Target 
2026 

Target 
2027 

Target 
2028 

Target 
2029 

1. 

Meningkatnya Resiliensi 
Daerah Terhadap 
Bencana dan Perubahan 
Iklim 

Indeks 
Ketahanan 

Daerah (IKD) 
Indeks 0.63 0.65 0.67 0.66 0.68 

Sumber Rencana Strategis BPBD Kab.Jemrbana 2025-2029 
 

Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada Sasaran Strategis RPJMD Semesta 

Berencana Kabupaten Jembrana 2025-2029 yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi 

organisasi. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, selanjutnya dijabarkan kedalam 

sasaran yang akan dicapai setiap tahun, sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Sasaran dan Indikator Sasaran BPBD. 2025-2029 

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 

1 Terwujudnya Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana    

Persentase Kebijakan 
Daerah dalam 
Penangulangan 
Bencana 

Persen 
% 

36.84 52.63 68.42 73.68 78.95 
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NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 

2 Meningkatnya Mitigasi 
Bencana melalui 
pemberdayaan masyarakat 
dan aparatur serta 
penerapan Infrastruktur  
Aman Bencana         

Persentase Desa 
/Kelurahan Tangguh 
Bencana Persen 

% 
25,49 33,33 37,25 41,18 45,10 

3 Meningkatnya Kualitas 
Penanganan kedaruratan 
bencana 

Waktu respons tim 
penanggulangan 
bencana 

Menit 15 15 15 15 15 

4. Meningkatnya efektivitas 
tata kelola internal dalam 
mendukung pelayanan 
penanggulangan bencana 

Nilai LKjIP Perangkat 
Daerah 
 

Nilai 79,60 79,70 79,75 79,80 79,85 

Sumber : Renstra BPBD Kab.Jembrana 2025-2029 

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Jembrana 

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan bencana lima tahun ke 

depan (2025-2029) BPBD Kabupaten Jembrana merumuskan strategi sebagai berikut : 

1.  Peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat 

2.  Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aman Bencana         

3.  Pengembangan Sistem Informasi kebencanaan 

4. Peningkatan peran desa/desa adat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 

5.  Pengembangan Sistem Peringatan dini dan penerapan infratruktur aman bencana 

6.  Peningkatan kapasitas Rumah Sakit/Puskesmas serta sekolah/madrasah berbasis pengurangan 

risiko bencana (Satuan Pendidikan Aman Bencana)  di daerah rawan bencana. 

7.  Penguatan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 

8.  Penyediaan Sarana Prasarana Tanggap Darurat 

9.  Meningkatkan Kerjasama antar lembaga 

Strategi tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa kebijakan, program dan kegiatan 

yang merupakan teknis operasional yang lebih terarah dan terukur untuk mencapai tujuan dan 

sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana. Arah Kebijakan 

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan Kapasitas dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi Bencana. 

Arah kebijakan fokus pada pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat dalam 

menghadapi bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

menghadapi dan mengurangi risiko bencana. Dapat dilakukan  dengan meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana, serta 

kemampuan mereka dalam menghadapi dan merespons bencana serta memberdayakan 

masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana, termasuk dalam pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. 
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2. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur seperti pengetahuan tentang bencana dan manajemen 

darurat bencana. 

Kebijakan ini fokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia Aparatur yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam merespons cepat 

setiap kejadian bencana, melalui pendidikan pelatihan maupun Sertifikasi kompetensi aparatur 

penanggulangan bencana. 

3. Mengembangkan Kebijakan yang fokus terhadap pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi 

resiko bencana 

Mengembangkan kebijakan yang berfokus pada pencegahan dan mitigasi akan untuk 

mengurangi risiko bencana akan berdampak terhadap meningkatnya keselamatan keselamatan 

masyarakat/meminimalisir jumlah korban jiwa maupun kerugian ekonomi dan sosial akibat 

bencana. Dilakukan melalui pembuatan peta risiko bencana untuk mengidentifikasi daerah 

rawan bencana, pengembangan system peringatan dini untuk mengurangi dampak bencana 

serta pembangunan infrastruktur lainnya untuk mengurangi risiko bencana. 

4. Mendorong Pembentukan desa tangguh bencana. 

Arah kebijakan mendorong pembentukan desa tangguh bencana bertujuan untuk meningkatkan 

ketahanan masyarakat di tingkat desa dalam menghadapi bencana karena Desa merupakan 

ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. 

5. Mengembangkan sistem komunikasi yang efektif untuk menyampaikan peringatan dini kepada 

masyarakat. 

Dengan Sistem komunikasi peringatan dini yang efektif masyarakat dapat  mengambil tindakan 

antisipasi/pencegahan secara cepat sehingga mampu meningkatkan keselamatan masyarakat. 

6. Menambah jumlah Rumah Sakit/ Puskesmas berbasis pengurangan risiko bencana di daerah 

rawan bencana serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB) 

Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas cakupan layanan kesehatan yang ada serta sekolah 

atau lembaga pendidikan yang dirancang untuk tahan bencana dan dapat menjadi tempat 

evakuasi yang aman bagi masyarakat. 

7. Pengembangan protokol penanganan bencana yang jelas dan efektif 

Kebijakan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan respons dan koordinasi dalam menghadapi 

bencana, sehingga dapat mengurangi korban jiwa dan kerugian, memalui penyusunan dan 

evaluasi Standar Operasi dan Prosedur penanggulangan bencana. 

8. Meningkatkan penyediaan fasilitas yang memadai untuk masyarakat pada saat tanggap darurat. 

Kebijakan ini bertujuan untuk Meningkatkan keselamatan masyarakat melalui langkah-langkah 

pembuatan tempat penampungan sementara, sarana Komunikasi dan informasi, serta  

Pelayanan kesehatan Sanitasi dan kebersihan. 
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9. Efektifitas penanggulangan bencana 

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui perencanaan, 

persiapan, respons, dan pemulihan yang efektif melalui perencanaan dan persiapan yang 

matang, koordinasi dan kerja sama yang efektif antar lembaga, penggunaan sumber daya yang 

efisien dan efektif serta pemantauan dan evaluasi yang rutin dan berkelanjutan. 

2.4.  Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran. 

2.4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. 

Program kegiatan dan subkegiatan berikut alokasi anggaran Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 disusun dalam Rencana Kerja Tahunan 

(RKT) yang mengacu kepada Renstra BPBD tahun 2025-2029 serta sudah sesuai 

dengan program kegiatan Pemerintah Daerah kabupaten Jembrana yang telah 

dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 

2025-2029, terdiri dari 2 (Dua) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 27 (dua puluh 

tujuh) sub kegiatan,  sebagai berikut : 

Tabel 2.3 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah 

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 

1 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

a. Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

b.Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

c.Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian 

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

d.Kegiatan Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

e. Kegiatan Pengadaan barang 
Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

f. Kegiatan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

f. Kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 
e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 
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NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 

2 Program 
Penanggulangan 
Bencana 

a. Kegiatan Pelayanan 
Informasi Rawan Bencana 

a. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
(KIE) Rawan Bencana  

b. Kegiatan Pelayanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

a. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana kabupaten/kota 

b. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 
c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 
d. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 
e. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 

c. Kegiatan 
Pelayanan 
Penyelamatan 
dan EvakuasiKorban 
Bencana 

a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis  
b. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 
c. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 
d. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 

Sumber  RKT BPBD Kab.Jembrana tahun 2025 

 

2.4.2 Alokasi Anggaran 

Ditengah-tengah kebijakan daerah untuk melaksanakan efisiensi anggaran dan pengetatan 

belanja akibat ruang fiskal belanja daerah yang semakin sempit,  tentunya  membutuhkan komitmen 

yang kuat dan kolaborasi semua pihak baik dari BPBD Kabupaten maupun setiap Instansi untuk 

bisa berperan dan berpartisipasi aktif ikut bersama-sama menyelenggarakan kegiatan 

penangulangan bencana di Kabupaten Jembrana supaya target kinerja penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah pada sub urusan Penanggulangan Bencana dapat dicapai. 

Program dan kegiatan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan di Tahun 2025. 

diharapkan dapat berkorelasi langsung dan berdampak positif terhadap pencapaian Indikator 

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, maupun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD, sehingga semakin besar alokasi anggaran idealnya akan 

memberikan dampak peningkatan kinerja yang semakin tinggi pula.  

Namun demikian pemenuhan kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program dan 

kegiatan tersebut tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.  Adapun Anggaran yag 

dialokasikan pada tahun 2025 untuk mendukung capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.4 

Anggaran BPBD Kabupaten Jembrana Tahun 2025 

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran 

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

3.313.689.652,00 

 

1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.866.000,00 

a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
realisasi Kinerja SKPD 

1.866.000,00 

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.502.271.602,00 

a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN       2.497.839.602,00  

b Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD              4.432.000,00  

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.750.000,00 
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No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran 

a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 8.750.000,00 

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 158.319.850,00 

a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor                    

3.980.000,00  

b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor              2.000.000,00  

c Penyediaan Bahan Logistik Kantor            73.792.700,00  

d Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan              1.587.150,00  

e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            76.960.000,00  

5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

151.200.000,00 

a Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan          151.200.000,00  

6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 301.858.200,00 

a Penyediaan Jasa Surat Menyurat              1.920.000,00  

b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor          299.938.200,00  

7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

189.424.000,00 

a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan 

           17.907.500,00  

b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihaaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   

               

131.826.500,00  

c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya            31.790.000,00  

d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya              5.400.000,00  

e Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

             2.500.000,00  

B PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 825.235.680,00 

1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 20.863.000,00 

a Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 

                 

20.863.000,00  

2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 633.992.680,00 

a Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 
kabupaten/kota 

20.530.000,00 

b Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota              6.130.000,00  

c Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 

         384.298.000,00  

d Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota          156.092.680,00  

e Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota            66.942.000,00  

3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana          170.380.000,00  

a Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas             36.085.000,00  

b Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota              1.550.000,00  

c Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota          132.400.000,00  

d Aktivitas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                 345.000,00  

 
J U M L A H 4.138.925.332,00 

Sumber : DPA BPBD Kab.Jembrana Tahun 2025 

Secara umum terdapat peningkatan alokasi anggaran yang diterima pada tahun 2025 

apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 3.966.200.571,-. Berdasarkan tabel 

diatas pada Tahun 2025 terjadi peningkatan anggaran  sebesar 4,35% atau sebanyak 

Rp.172.724.761,-. Peningkatan anggaran lebih kepada pemenuhan terhadap Gaji/Penghasilan 
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tenaga P3K pada BPBD yang pada sebelumnya diangarkan pada BKPSDM dan pada tahun 2025 

sudah dialihkan pada BPBD Kab.Jembrana.  

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong peningkatan 

kinerja Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jembrana dengan memenuhi hak-hak kepegawaian 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping anggaran yang tercantum dalam 

DPA, dalam keadaan status “Tanggap Darurat Bencana” dan untuk pemberian bantuan sosial bagi 

korban bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 14 tahun 2024, BPBD dapat pula 

mengakses dana “Belanja Tidak Terduga” untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanganan bencana 

baik itu berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana maupun kegiatan pemulihan 

pasca bencana.  

2.5  Penetapan Kinerja Tahun 2025 

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan 

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu 

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat Tujuan dan 

sasaran strategis organisasi yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU), indikator Kinerja 

Kunci (IKK), indikator kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja dan 

anggaran yang dibuat mulai dari level Pimpinan Organisasi Perngkat Daerah sampai dengan 

tingkatan Staf pelaksana yang dibuat secara berjenjang. Dalam penyusunan Penetapan Kinerja 

instansi mengacu pada RPJMD, Renstra, RKT, dan DPA Badan Penanggulangan Bencana 

Kabupaten Jembrana Tahun 2025. Adapun Target, Sasaran  dan Indikator Kinerja pada BPBD 

Kabupaten Jembrana pada tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

a.  Indikator Kinerja dan Target Kinerja Daerah. 

Tabel 2.5 

Indikator Target/Sasaran  Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana   

yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD 

Tahun 2025 

No Tujuan  RPJMD 2025-2029 Indikator Kinerja Satuan Target  

1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan 
Hidup Yang Berkelanjutan 

Menurunnya Indeks Risiko 
Bencana (IRB) 

 
Nilai 129,07 

Sumber RPJMD semesta berencana Kab.Jembrana 2025-202 

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kab.Jembrana 

Tabel 2.6 
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 

No Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

1 Meningkatnya Resiliensi 
daerah terhadap Bencana 
dan Perubahan Iklim 

Indeks Ketahanan Daerah 
(IKD) Nilai 0,63 
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No Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

2 Terwujudnya Sistem dasar 
Penanggulangan Bencana 

Persentase Kebijakan 
Daerah dalam 
Penangulangan  

Persen 36.84 

3 Meningkatnya Mitigasi 
Bencana melalui pemberdayaan  
masyarakat 
dan aparatur serta penerapan 
Infrastruktur Aman Bencana 

Persentase 
Desa/Kelurahan 
Tangguh Bencana Persen 29,49 

4 Meningkatnya Kualitas 
Penanganan kedaruratan 
Bencana 

Waktu respons tim 
penanggulangan bencana menit 15 

5 Meningkatnya efektivitas tata 
kelola internal dalam 
mendukung pelayanan 
penanggulangan bencana 

Nilai LKjIP Perangkat 
Daerah 

Nilai 79,60 

Sumber Dokumen Rencana  Strategis BPBD Kab.Jembrana 2025-2029 

c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD Kab.Jembrana 

Tabel 2.7 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 

1 Meningkatnya cakupan warga negara  
yang memperoleh layanan informasi 
rawan bencana 

Persentase Cakupan  
Penyebaran Informasi dan 
Edukasi Rawan Bencana 

Persen 100% 

2 Meningkatnya cakupan warga negara 
yang memperoleh layanan pencegahan 
dan kesiapsiagaan terhadap bencana 

Persentase (%)  warga 
negara yang Memperoleh 
layanan pencegahan 
Dan kesiapsiagan terhadap 
bencana 

Persen 6,92 

3 Terpenuhi nya warga negara yang 
memperoleh layanan penyelamatan dan 
evakuasi korban bencana 

Persentase (%) warga 
negara yang memperoleh 
layanan penyelamatan dan 
evakuasi korban bencana 

Persen 100% 

Sumber Dokumen Rencana  Strategis BPBD Kab.Jembrana 2025-2029 

2.4.2 Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. 

Adapun Indikator dan Target  kinerja pada masing-masing Program, kegiatan dan Sub 

kegiatan yang ditetapkan untuk dicapai pada di Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.8 

Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 

NO 
Program/ Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Sasaran Indikator Kinerja Satuan  Target 

1. 
  
  

Program Penanggulangan 
Bencana 
  
 

 Meningkatnya kualitas Layanan 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Terhadap  bencana    

Persentase cakupan 
penyebaran informasi dan 
edukasi rawan bencana 

Persen 
(%) 

100 

Meningkatnya Penanganan 
Bencana Pada  saat tanggap 
Darurat 

Persentase Penanganan 
Tanggap Darurat Bencana 

Persen 
(%) 

95,50 

Meningkatnya penanganan 
bencanapada saat pasca 
bencana 

Presentase Penanganan 
Pasca Bencana  

Persen 
(%) 

80 
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NO 
Program/ Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Sasaran Indikator Kinerja Satuan  Target 

1.1 Kegiatan Kegiatan Pelayanan 
Informasi Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

Meningkatnya cakupan warga 
negara yang memperoleh 
layanan informasi rawan bencana 

Persentase  warga negara yang 
memperoleh layanan 
Informasi rawan bencana 

Persen 
(%) 

100 

 a. Sub Kegiatan sosialisasi,  
komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KIE) Rawan 
Bencana 

Terselengaranya komunikasi 
nformasi dan edukasi rawan 
Bencana kepada Masyarakat per 
jenis ancaman bencana 

Jumlah penduduk  di kawasan 
rawan bencana yang 
memperoleh informasi rawan 
bencana sesuai jenis ancaman 
bencana 

Orang 585 

1.2 Kegiatan Pelayanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Meningkatnya cakupan warga 
negara yang memperoleh 
layanan pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap bencana 

Persentase  warga negara  
yang memperoleh layanan 
Pencegahan dan  
kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

Persen 
(%) 

6.92 
 

 a. Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana kabupaten/kota 

Tersedianya peralatan 
perlindungan terhadap bencana 

Jumlah Warga Negara yang 
Mendapat peralatan 
perlindungan 

Orang 30 

 b. Sub Kegiatan  Gladi 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana kabupaten/kota 

Terlatihnya Warga Negara 
Dalam rangka kesiapsiagaan 
Terhadap bencana 

Jumlah Warga Negara yang 
Ikut Pelatihan orang 471 

 c.Sub Kegiatan Pengendalian 
Operasi dan Penyediaan 
Sarana  Prasarana 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana Kabupaten/Kota 

Tersedianya layanan 
Pusdalops penanggulangan 
Bencana dan sarana prasarana 
kesiapsiagaan  
Terhadap bencana  

Jumlah Laporan layanan 
pusdalops dengan maklumat 
pelayanan yang sah dan legal 
sesuai dengan jenis ancaman 
bencana 

Laporan 12 

 d. Sub Kegiatan Penyusunan 
Rencana Penanggulangan 
Bencana   

Tersedianya data/informasi 
Tentang rencana  
penanggulangan bencana 
Dalam bentuk dokumen 

Jumlah Penyelesaian dokumen 
RPB  sampai dinyatakan 
sah/legal 

Dokumen 1 

 e.Sub kegiatan  Pelatihan 
Pencegahan dan mitigasi 
Bencana Kabupaten/Kota 

Terlatihnya aparatur yang 
menangani sub-urusan bencana 
dan Warga Negara 
Yang berada di kawasan 
Rawan bencana  

Persentase jumlah aparatur dan 
Warga 
Negara yang 
ikut pelatihan 

orang 85 

1.3 Kegiatan Pelayanan 
Penyelamatadan 
EvakuasKorban 
Bencana 

Terpenuhinya warga negara 
Yang memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana 

Persentase warga negara yang 
memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana 

Persen 
(%) 

100 

 a.Sub kegiatan Respon 
Cepat  Kejadian Luar Biasa 
Penyakit/Wabah Zoonosis 
Prioritas 

Terrespon secara cepat  setiap 
hasil penetapan status KLB 
kurang dari  24 jam 

Jumlah Laporan Koordinasi 
respon cepat kejadian luar 
biasa wabah penyakit/zoonosis 

Laporan 1 

 b. Sub kegiatan Respon 
Cepat Darurat  encana 
Kabupaten/Kota 

Terrespon secara cepat setiap  
hasil  penetapan status darurat 
bencana 
kurang dari 24 jam 

Jumlah Dokumen penetapan 
status darurat bencana 

dokumen 1 

 c.Sub kegiatan encarian, 
Pertolongan dan Evakuasi 
Korban Bencana 
kabupaten/Kota 

Terlaksana pencarian, 
pertolongan dan evakuasi 
Korban bencana 

Jumlah Korban yang berhsil 
ditemukan, ditolong, dan 
dievakuasi perjenis kejadian 
bencana 

orang 6.691 

 d. Sub kegiatan Aktivasi 
Sistem Komando 
Penanganan Darurat  
bencana 

Terlaksananya koordinasi 
Sistem komando oleh pusdalops 
penanggulangan 
Bencana dalam penyiapan 
Petugas penanganan  darurat 
bencana 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Aktivasi sistem Komando 
Darurat Bencana 

Laporan 1 
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NO 
Program/ Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Sasaran Indikator Kinerja Satuan  Target 

 2. 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah  

Meningkatnya efektivitas 
manajemen dan pelaporan 
kinerja Badan penanggulangan 
Bencana Daerah 

Nilai LKjIP Perangkat Daerah nilai 79,60 

 2.1 

 Kegiatan  perencanaan, 
Penganggaran,  
dan   Evaluasi   
Kinerja  Perangkat 
Daerah 

 Terselesaikannya dokumen 
Perencanaan dan Penganggaran 
daerah 

Persentase terselesaikannya 
Dokumen Perencanaan dan 
Penganggaran Perangkat 
Daerah yang  tersusun   

Persen 
(%) 

100 

   a.Sub Kegiatan koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Terselesaikannya Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja  SKPD 

Dokumen 14 

 2.2  Administrasi 
Keuangan 

 Terselesaikannya Dokumen 
Administrasi Akuntansi, 
penatausahaan dan Pelaporan 
Keuangan Perangkat Daerah   

Persentase  terselesaikannya 
Dokumen Administrasi 
Akuntansi, penatausahaan dan 
Pelaporan Keuangan 
Perangkat Daerah yang 
tersusun 

Persen 
(%) 

100 

  
 a. Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
 Terpenuhiya Gaji dan 
TunjanganASN 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

orang 17 

  
 b. Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

 Terselesaikannya Dokumen 
Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

Jumlah Dokumen Koordinasi 
dan Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD   

Dokumen 12 

2.3 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat  Daerah 

Terpenuhinya Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah yang diadakan 

Jumlah Pemenuhan 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah yang 
diadakan   

Persen 
(%) 

100 

 a. Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Tersedianya Paket Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan  

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan    Paket 35 

2.4 Administrasi Umum 
Perangkat  Daerah 

Terpenuhinya Kebutuhan 
Sarana Prasarana untuk 
Pelaksanaan Administrasi 
Perkantoran yang diadakan 

Persentase Pemenuhan 
Kebutuhan Sarana prasarana 
untuk Pelaksanaan Administrasi 
Perkantoran yang  diadakan 

Persen 
(%) 

100 

 a. Penyediaan  komponen 
Instalasi Listrik/ 
Penerangan Bangunan 
Kantor 

Tersedianya Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor   

Jumlah Paket  Komponen 
Instalasi Listrik/Peneran 
gan BangunanKantor yang 
Disediakan 

Paket 1 

   b. Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

 Tersedianya Paket Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor   

Jumlah Paket Peralatan  dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

Unit 2 

 c. Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Tersedianya Paket Bahan 
Logistik Kantor   Tersedianya 

Jumlah Paket Bahan  logistik 
Kantor yang Disediakan   

Paket 7 

 d. Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Tersedianya Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah Paket  Barang Cetakan 
dan Penggandaan 
Yang Disediakan   

Paket 2 

 e. Kegiatan Rapat-Rapat 
Kordinasi dan konsultasi  
Keluar Daerah 

Terlaksananya Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaan Rapat 
Koordinasi dKonsultasi 
SKPD  

Laporan 12 

2.5 Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintah Daerah 

Tersedianya Barang Milik 
Daerah Penunjang  Urusan  
Pemerintah Daerah   

Persentase Pengadaan 
Barang Milik Daerah Penunjang  
Urusan  Pemerintah Daerah 
yang diadakan 

Persen 
(%) 

100 
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NO 
Program/ Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Sasaran Indikator Kinerja Satuan  Target 

 a. Pengadaan Kendaraan 
Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Tersedianya Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
Yang Disediakan 

Unit 1 

2.6 Penyediaan Jasa  penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah   

Terpenuhinya kebutuhan jasa 
penunjang untuk pelaksanaan 
administrasi 
Perkantoran 

Persentase Pemenuhan 
Kebutuhan jasa penunjang 
Untuk pelaksanaan administrasi 
perkantoran 
yang diadakan 

Persen 
(%) 

100 

 a. Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Tersedianya Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

laporan 12 

 b .Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Tersedianya Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 
Yang Disediakan   

Laporan 12 

2.7 Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan   

Terpeliharanya Sarana  
prasarana perkantoran  dalam 
keadaan baik 

Persentase Pemenuhan 
Sarana prasarana perkantoran 
yang dipelihara dan dalam 
keadaan baik 

Persen 
(%) 

100 

 a. Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Terlaksananya pemeliharaan 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan dan dibayarkan Pajaknya 

Jumlah Kendaraan perorangan 
Dinas Atau Kendaraan Dinas 
Jabatan  yang  dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya   

Unit 1 

 b. Kegiatan Penyediaan jasa 
pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan, pajak dan 
perizinan kendaraan dinas 
operasional atau lapangan 

Terlaksananya pemeliharaan 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
LApangann dan dibayarkan 
Pajaknya 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang  dipelihara dan dibayarkan 
Pajak dan 
Perizinannya   

unit 16 

 b. Pemeliharaan peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Terpeliharanya Peralatan dan 
Mesin Lainnya   

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang dipelihara   

Unit 17 

 c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Terpelihara nya GedungKantor 
dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/ Direhabilitasi   

Unit 1 

 e. Sub Kegiatan 
Pemeliharaan/ Rehabilitasi 
sarana dan prasarana 
pendukung gedung kantor 
dan bangunan lainnya   

Terpeliharanya sarana dan 
prasarana pendukung gedung 
kantor dan bangunan lainnya   

Jumlah Terpeliharanya sarana 
dan prasarana pendukung 
gedung kantor dan bangunan 
lainnya   

unit 9 

Sumber Rencana Strategis BPBD Kab.Jembrana tahun 2025-2029 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Indonesia memiliki risiko bencana yang cukup tinggi sebagai konsekuensi letak negara ini 

dari sisi geologis dan geografis. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng 

utama yaitu Eurasia, Indo Australia, Filipina, dan Pasifik yang menjadikan Indonesia rawan 

bencana gempabumi, tsunami, dan letusan gunung api. Di sisi lain, kondisi geografis Indonesia 

yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat wilayah ini 

rawan akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan 

abrasi, dan kekeringan yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. 

Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki potensi bencana sama seperti 

wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Bali dikelilingi lautan, tanah yang labil, serta memiliki 

gunung berapi yang masih aktif, sehingga Bali memiliki potensi bencana yang cukup tinggi.  

Potensi bencana yang sudah pernah dan mungkin terjadi di masa yang akan datang adalah gempa, 

tsunami, tanah longsor, banjir bandang, puting beliung, dan lainnya. Potensi bencana di Bali 

tersebar di seluruh kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana 

merupakan daerah dengan potensi bahaya yang cukup tinggi. Beberapa potensi tersebut, antara lain 

genpa bumi, tsunami, abrasi/air laut pasang, tanah longsor, banjir, angin rebut, kebakaran hutan dan 

lahan, kekeringan, serta gempa bumi. Potensi Bencana di Kabupaten Jembrana dapat 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (main hazard) dan 

potensi bahaya ikutan (collateral hazard). Main hazard adalah bencana pokok yang menimbulkan 

risiko gangguan/korban terhadap kehidupan manusia, sedangkan collateral hazard adalah dampak 

berantai yang muncul setelahnya.  

Kawasan yang rawan bencana yang ada di Kabupaten Jembrana tersebar di seluruh 

kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, antara lain: 

1. Kawasan Rawan Gempa Bumi, meliputi kawasan Kecamatan Mendoyo, Kecamatan 

Pekutatan, Kecamatan Negara dan Kecamatan Melaya. 

2. Kawasan rawan gerakan tanah, meliputi kawasan perbukitan terjal di wilayah Kecamatan 

Melaya, Mendoyo dan Pekutatan. 

3. Kawasan rawan tsunami, meliputi kawasan diseluruh pantai wilayah Kabupaten Jembrana 

dengan potensi sedang. 

4. Kawasan rawan abrasi pantai, yaitu meliputi seluruh wilayah di pesisir pantai, namun yang 

paling sering terjadi di wilayah Desa Pengambengan, Desa Banyubiru, Desa Cupel, Desa 

Candikusuma dan Desa Tuwed. 
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5. Kawasan rawan Banjir, meliputi wilayah Kecamatan Melaya (Desa Melaya), Kecamatan 

Jembrana (Desa Batuagung), Kecamatan Mendoyo (Desa Pohsanten, Desa Pergung, Desa 

Pengaringan, dan Desa Yehembang). 

Merujuk pada kejadian bencana yang sudah pernah terjadi Kabupaten Jembrana, maka 

Kabupaten Jembrana memiliki berbagai potensi kejadian bencana. Potensi ancaman bencana yang 

terjadi tersebut dipengaruhi oleh letak grografis Kabupaten Jembrana yang merupakan wilayah 

dataran rendah dibgian selatan dengan garis pantai sepanjang wilayah pesisirnya serta di bagian 

utara merupakan perbukitan dengan lereng terjal. Kondisi ini sejalan dengan berbagai jenis 

ancaman bencana yang telah terjadi yaitu 1) Banjir, 2) Banjir Bandang, 3) Cuaca Ekstrim, 4) 

Gelombang ekstrim dan Abrasi, 5) Gempa bumi, 6) Kebakaran hutan dan lahan, 7) Kekeringan, 8) 

Tanah Longor, 9) Tsunami dan 10) Likuifaksi.  

Disamping ke-sepuluh potensi ancaman bencana alam yang dapat terjadi di Kabupaten 

Kembrana terdapat pula potensi bencana non alam seperti kegagalan teknologi, epidemi wabah 

penyakit termasuk covid-19 yang pernah melanda, juga  bencana sosial seperti konflik sosial, 

walaupun dari hasil  masih termasuk potensi rendah terjadi tetap harus dilakukan mitigasi dan 

kesiapsiagaan. Sebagai upaya meminimalisir risiko bahaya maupun dampak yang akan ditimbulkan, 

maka pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan dunia usaha perlu menyusun dan 

melaksanakan berbagai upaya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan 

risiko bencana.  

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana sangat fokus untuk melindungi 

masyarakat Jembrana dari berbagai ancaman bencana. Dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 

2025-2029 salah satu tujuan pembangunan yang dilaksanakan adalah “Meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup yang berkelanjutan” dengan Indikator Kinerja “Indeks Risiko Bencana 

(IRB)”.  

IRB adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat risiko bencana di suatu 

wilayah. Indeks risiko bencana ini dinilai berdasarkan faktor faktor-faktor seperti ancaman, 

kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Secara konseptual nilai IRB dihitung 

dengan rumusan : “Ancaman (Hazzard) x Kerentanan (Vulnerability) / Kapasitas (Capacity)”.   

Sedangkan sasaran strategis pembangunan daerah yang relevan dengan tugas fungsi 

penanggulangan bencana yaitu “Meningkatnya Resiliensi Daerah dan Menurunnya Kerentanan 

Bencana” dengan Indikator Kinerja “Indeks Ketahanan Daerah (IKD)”. Indeks Ketahanan 

Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah 

administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Nilai IKD dihitung dan di rilis oleh 

BNPD berdasarkan pemenuhan terhadap 71 (Tujuh puluh satu indikator) dengan 7 (Tujuh) 

Indikator Prioritas.  
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Merujuk pada sasaran strategis tersebut, BPBD Kabupaten Jembrana merumuskan Tujuan 

Organisasi “Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim” 

dengan  4 (empat)  sasaran strategis yaitu : 

1. Terwujudnya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana  

 Sistem Dasar penanggulangan Bencana merupakan suatu kerangka kerja yang terdiri dari 

komponen-komponen baik itu berupa pedoman, standar operasi, maupun kelembagaan yang 

bekerja saling terkait untuk mengurangi risiko bencana. Untuk menjamin kepastian hukum 

terhadap penyelengaraan kegiatan penanggulangan bencana komponen ini dirumuskan kedalam 

Kebijakan daerah baik itu berupa Perda, Peraturan Bupati maupun Surat Keputusan dari pejabat 

yang berwenang. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah “Persentase 

Kebijakan Daerah dalam Penangulangan Bencana” 

2. Meningkatnya Mitigasi Bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan aparatur serta penerapan 

infrastruktur  Aman Bencana. 

Desa merupakan ujung tombak pemerintahan paling bawah yang senantiasa dapat berinteraksi 

secara langsung  dengan masyarakat, dan juga akan merasakan dampak pertama kali  apabila 

terjadi bencana. Untuk itu ketangguhan Desa dalam menghadapi bencana perlu ditingkatkan 

dengan pelibatan masyarakat desa/kelurahan dan aparatur.    

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah “Presentase Desa/Kelurahan 

Tangguh Bencana”.        

3.  Meningkatnya Kualitas Penanganan kedaruratan bencana. 

Terdapat periode waktu kritis (Golden Time) setelah bencana terjadi untuk menyelamatkan 

nyawa dan Keselamatan Jiwa serta mengurangi dampak bencana yang lebih besar, sehingga 

dalam waktu ini respon cepat dan efektif sangat diperlukan. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur capaian kinerja adalah “Rata-Rata Waktu respons tim penanggulangan bencana” 

4. Meningkatnya efektivitas tata kelola internal dalam mendukung pelayanan penanggulangan 

bencana. 

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

penyampaian laporan kinerja merupakan kewajiban setiap perangkat daerah agar masyarakat 

maupun pimpinan dapat memberikan penilaian serta melakukan evaluasi terhadap kinerja 

perangkat daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah “Nilai 

LKjIP” perangkat daerah yang penilaiannya dilakukan APIP/Inspektorat Daerah Kabupaten 

Jembrana. 

3.1.  Capaian Kinerja Tahun 2025. 

Terdapat beberapa Indikator yang ditetapkan untuk mengukur capaian kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana yang telah ditetapkan dalam Dokumen 

Perencanaan Daerah, mulai dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-
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2029, Rencana Strategis BPBD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan, 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sampai dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Target 

kinerja yang ada pada setiap dokumen perencanaan harus saling selaras dan berkesinambungan satu 

sama lainnya. Indikator-Indikator Kinerja tersebut antara lain : 

1. Indikator Tujuan Pemerintah Daerah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD yaitu 

Indeks Risiko Bencana (IRB), tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana 

Tahun 2025-2029. 

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang terdiri dari ;  a)Indeks Ketahanan 

Daerah (IKD), b)Persentase Kebijakan Daerah dalam Penangulangan Bencana, c)Persentase 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, d)Waktu respons tim penanggulangan bencana dan e)Nilai 

LKjIP Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Jembrana 

Tahun 2025-2029. 

3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdiri dari Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan 

Edukasi Rawan Bencana, Persentase (%)  warga negara yang Memperoleh layanan pencegahan 

Dan kesiapsiagan terhadap bencana dan Persentase (%) warga negara yang memperoleh layanan 

penyelamatan dan evakuasi korban bencana, tertuang dalam Rencana Strategis BPBD 

Kab.Jembrana Tahun 2025-2029. 

4. Indikator Kinerja Program yangterdiri dari Persentase cakupan penyebaran informasi dan 

edukasi rawan bencana, Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Presentase 

Penanganan Pasca Bencana, tertuang dalam Rencana Strategis BPBD Kab.Jembrana Tahun 

2025-2029, dan 

5. Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan tertuang Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Tahun 2025. 

3.1.1  Capaian Indikator Kinerja Daerah  

Indeks Risiko Bencana (IRB) yang merupakan Indikator Kinerja Daerah, adalah salah satu 

Tujuan Pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana yang dalam 

pencapaiannya relevan dengan pelaksanan tugas dan fungsi BPBD di bidang penanggulangan 

bencana. Nilai Indeks dihitung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan 

capaian pada tahun 2025 sebagai berikut: 

Tabel. 3.1 

Indeks Risiko Bencana (IRB) 

No Tujuan  RPJMD 2025-2029 Indikator Kinerja 
Capaian 
Tahun 
2024 

Tahun 2025 

Target Realisasi 
Persentase (%) 

Kenaikan/ 

1 Meningkatkan Kualitas 
Lingkungan Hidup Yang 
Berkelanjutan 

Menurunnya Indeks 
Risiko Bencana  (IRB) 133,06 129,07 153,46 15,33% 

Sumber : Inarisk BNPB 
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Indeks Risiko Bencana adalah nilai yang menunjukkan tingkat risiko bencana alam yang 

terjadi di suatu daerah yang dihitung dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti ancaman 

bencana, kerentanan wilayah, dan kemampuan/kapaitas daerah. Semakin Tinggi Nilai Indeks berarti 

semakin besar risiko daerah dalam menghadapi bencana, sehingga Indeks Resiko Bencana (IRB) 

Kabupaten Jembrana ditargetkan “menurun” setiap tahunnya. Nilai IRB suatu daerah dihitung oleh 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang  hasil perhitungannya dapat dilihat pada 

laman   https://inarisk.bnpb.go.id  

Dalam menghitung Indeks Risiko Bencana tedapat 3 (Tiga) komponen yang diperlukan 

yaitu :  

1) bahaya (hazard) 

2) kerentanan (vulnerability) 

3) kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.  

Komponen bahaya/ancaman (Hazard) adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan 

bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen 

kerentanan (vulnerability) adalah kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi,dan  lingkungan yang rentan 

terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas (Capacity) adalah dari unsur ketahanan daerah 

seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logisitik, kapasitas mitigasi, 

pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat,  dan kapasitas pemulihan. 

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa nilai IRB Kabupaten Jembrana tahun 

2025 sebesar 153,46 sehingga target penurunan menjadi 129,07 belum bisa dicapai, dan lebih tinggi 

dari tahun sebelumnya senilai 133,06 meningkat 15,33%. Walaupun indeks risiko pada tahun 2025 

mengalami kenaikan, hal ini tidak berarti menunjukkan penurunan kinerja terhadap perangkat 

daerah penyelenggaran urusan penanggulagan bencana, karena nilai indeks dihitung menggunakan 

baseline yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan.  

Komponen bahaya  bukanlah  merupakan faktor yang bisa dikontrol karena merupakan 

kejadian alam yag tidak bisa kita prediksi atau kita kontrol kejadiannya, dimana pada tahun 2025 

terjadi peningkatan intensitas bencana yang sangat tinggi yang tentunya akan mempengaruhi 

penilaian risiko suatu daerah. Sedangkan komponen kerentanan menjadi domain tugas pokok dan 

fungsi perangkat daerah lain yang sangat dipengaruhi pula oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat.   

Tabel 3.2 

Perbandingan Nilai IRB Kabupaten/kota Se-Provinsi Bali 

 
No 

 
Kabupaten/Kota 

 
IRB2024 IRB2025 

Turun/ 
Naik 

Persentase  
(%) 

Naik/Turun 

Indeks Risiko 
Bencana 

1 Kabupaten Badung 94,74 114,52 19,78 20,88% Naik 

2 Kabupaten Bangli 117,37 102,84 -14,53 -12,38% Turun 

3 Kabupaten Buleleng 86,02 118,31 32,29 37,54% Naik 

4 Kabupaten Gianyar 122,96 120,05 -2,91 -2,37% Turun 

5 Kabupaten Jembrana 133,06 153,46 20,4 15,33% Naik 

https://inarisk.bnpb.go.id/
https://inarisk.bnpb.go.id/
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No 

 
Kabupaten/Kota 

 
IRB2024 IRB2025 

Turun/ 
Naik 

Persentase  
(%) 

Naik/Turun 

Indeks Risiko 
Bencana 

6 Kabupaten Karangasem 110,78 131,44 20,66 18,65% Naik 

7 Kabupaten Klungkung 124,33 149,50 25,17 20,24% Naik 

8 Kabupaten Tabanan 122,13 116,72 -5,41 -4,43% Turun 

9 Kota Denpasar 90,13 103,31 13,18 14,62% Naik 

10 Provins iBali 111,28 123,35 12,07 10,85% Naik 

Sumber data Inarisk BNPB 

Dari 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Bali hanya 3 (tiga) kabupaten yang 

mengalami penurunan risiko bencana, sedangkan sisanya termasuk Kabupaten Jembrana mengalami 

peningkatan. Kenaikan indeks menandakan bahwa laju peningkatan bahaya dan kerentanan lebih 

tinggi dibandingkan kecepatan peningkatan kapasitas daerah. Adanya kenaikan ini menjadi alarm 

bahwa Daerah harus mepersiapkan diri lebih baik pada tahun mendatang untuk melakukan 

peningkatan mitigasi baik struktural dan non-struktural secara lebih intensif  untuk menurunkan 

kembali indeks risiko tersebut.  

 Selama kurun waktu lima tahun terakhir Nilai IRB Kabupaten Jembrana juga secara 

terus mengalami fluktuasi, menunjukkan bahwa risiko bencana di Kabupaten Jembrana yang tidak 

stabil sehingga membutuhkan kesiapsiagaan setiap saat, baik dari pemerintah daerah maupun 

masyarakat. 

 

Tabel 3.3 

Nilai IRB Kabupaten Jembrana  

Dari Tahun 2021-2025 

NO 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

Nilai IRB 152,62 157,92 150,15 133,06 153,46 

Sumber data Inarisk BNPB 

 

Grafik 3.1 
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Apabila dibandingkan dengan Daerah Kabupaten Lainnya di Bali, IRB Kabupaten 

Jembrana adalah yang tertinggi se-Bali, sebagaimana ditampilkan dalam Grafik Berikut : 

Grafik 3.2 

Nilai IRB Kabupaten/Kota Se-Bali 

 

Grafik 3.1 menunjukkan Jembrana mempunyai nilai IRB tertinggi, hal ini dapat dimaknai 

bahwa Daerah Kabupaten Jembrana merupakan daerah yang paling berisiko terhadap kejadian 

bencana apabila dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Bali. Upaya-upaya untuk menekan angka 

risiko bencana perlu dilakukan yang lebih intensif terhadap komponen-komponen penentu penilaian 

utamanya melalu peningkatan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan Bencana. 

Analisis penyebab tidak tercapainya target sasaran. 

Adapun hal yang menyebabkan target penurunan Nilai IRB Kabupaten Jembrana pada 

tahun 2025 tidak dapat dicapai antara lain sebagai berikut : 

1. Tingginya Intensitas Kejadian Bencana yang terjadi Pada Tahun 2025,  jauh diatas jumlah 

kejadian yang terjadi pada tahun 2024.  

2. Faktor Kerentanan yang sulit diukur karena  dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kondisi sosial 

masyarakat, kondisi ekonomi, kesehatan maupun demografi penduduk sehingga memerlukan 

peran serta sinergi dari OPD terkait.   

3.1.2  Kinerja BPBD terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah mendefinisikan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key 

Permormance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Organisasi 

dimana setiap instansi pemerintah wajib untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan 

Instansinya masing-masing.  
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Target dan Indikator Kinerja BPBD tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jembrana Nomor : 05/BPBD/2025 tentang Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 

2025, dan diubah dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jembrana 

No.35/BPBD/2025 tentang Perubahan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jembrana 

Nomor : 05/BPBD/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jemrbana Tahun 2025.  

Adapun capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama BPBD pada tahun 2025 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel. 3.4 

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

No Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Capaian 
Tahun 
2024 

Tahun 2025 

Target Realisasi 

Prosentase 
(%) 

Kenaikan/ 
Penurunan 

1 Meningkatnya Resiliensi 
daerah terhadap Bencana 
dan Perubahan Iklim 

Indeks Ketahanan 
Daerah 0,62 0,63 0,65 4,48% 

2 Terwujudnya Sistem dasar 
Penanggulangan Bencana 

Persentase Kebijakan 
Daerah dalam 
Penangulangan Bencana 

21.05% 36.84% 42,86% 103,57% 

3 Meningkatnya Mitigasi 
Bencana melalui 
pemberdayaan  masyarakat 
dan aparatur serta penerapan 
Infrastruktur Aman Bencana 

Persentase 
Desa/Kelurahan 
Tangguh Bencana 25,49% 29,49% 25,49 0% 

4 Meningkatnya Kualitas 
Penanganan kedaruratan 
Bencana 

Waktu respons tim 
penanggulangan 
bencana 

15menit 15menit 15menit - 

5 Meningkatnya efektivitas tata 
kelola internal dalam 
mendukung pelayanan 
penanggulangan bencana 

Nilai LKjIP Perangkat 
Daerah 

79,70 79,60 79,60 0% 

Sumber Data : BPBD Kab.Jembrana 

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas secara umum dapat dinyatakan bahwa kinerja BPBD sudah 

cukup baik, dimana hampir seluruh target kinerja sudah dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan 

bahkan sebagian besar  sudah melebihi target yang ditetapkan serta mengalami peningkatan dari 

tahun sebelumnya. Terdapat 2 (dua) sasaran yang capaian kinerjanya belum mengalami peningkatan 

atau belum memenuhi target yang ditetapkan. Adapun penjelasan terhadap capaian indikator kinerja 

utama adalah sebagai berikut : 

a.  Capaian Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 

Kapasitas Daerah diartikan sebagai sebagai kemampuan dan kesiapan daerah dalam 

menghadapi, menangani, dan mengurangi dampak bencana alam atau bencana lainnya.  IKD 

digunakan untuk menganalisis risiko bencana di suatu daerah, mengetahui tingkat kerentanan 
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suatu daerah terhadap bencana, menilai kemampuan daerah dalam menghadapi bencana, 

menilai kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana serta menilai upaya 

penanggulangan bencana di suatu daerah. Nilai IKD dihitung  Oleh Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) secara terpusat berdasarkan 71 Indikator yang 

dikelompokkan kedalam7 Indikator Prioritas, sebagai berikut  : 

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan  (9 indikator) 

2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu  (4 indikator) 

3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik (13 indikator) 

4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana (5 indikator) 

5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana (12 indikator) 

6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (24 indikator) 

7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (4 indikator) 

Ukuran keberhasilan kinerja BPBD dalam mewujudkan  sasaran strategis pemerintah 

yang dapat ditandai dengan “meningkatnya” Indeks Ketahan Daerah dalam penanggulangan 

bencana. Nilai IKD Kabupaten Jembrana pada tahun 2025 adalah sebesar 0,65 mengalami 

peningkatan sebesar 4,48% dari tahun sebelumnya dengan nilai 0,62. Capaian pada tahun 2025 

juga berhasil melampui target yang ditetapkan dalam Renstra sehingga dapat dikatakan bahwa 

kinerja BPBD pada tahun 2025 sudah meningkat. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten 

lainnya di Bali IKD Kabupaten Jembrana berada pada posisi ke 4 dari 9 Kabupaten/Kota di 

Bali, mengalami perbaikan dibandingkat tahun 2024 yang berada pada peringkat 6, 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.5 

Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten/Kota Se-Bali 
 

No. 
 

Kabupaten/Kota 
 

IKD 2024 IKD 2025 
Persentase (%) 

Kenaikan/ Penurunan 
Ket. 

1 Kabupaten Badung 0,76 0,70 -7,89% Turun 

2 Kabupaten Bangli 0,50 0,51 2,00% Naik 

3 Kabupaten Buleleng 0,74 0,75 1,35% Naik 

4 Kabupaten Gianyar 0,42 0,53 26,19% Naik 

5 Kabupaten Jembrana 0,62 0,65 4,84% Naik 

6 Kabupaten Karangasem 0,69 0,71 2,90% Naik 

7 Kabupaten Klungkung 0,50 0,55 10,00% Naik 

8 Kabupaten Tabanan 0,64 0,64 0,00% Tetap 

9 Kota Denpasar 0,76 0,60 -21,05% Turun 

10 Provinsi Bali 0,63 0,63 0,00% Tetap 
Sumber data Inarisk BNPB 
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Berdasarkan tabel diatas nilai IKD Kabupaten Jembrana berada pada peringkat 4 

(empat) dari 9 kabupaten lainnya di Bali dengan kategori Ketahanan daerah Sedang serta sudah 

berada diatas rata-rata IKD Provinsi. Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 

berarti meningkatnya kapasitas, kesiapsiagaan, dan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten 

Jemrbana dalam mengelola risiko bencana, memitigasi dampak, serta melakukan pemulihan 

pascabencana. 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target dan sasaran. 

Adapun hal-hal yang dapat meningkatkan nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten 

Jembrana pada tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1.  Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan.  

Penguatan kebijakan dilakukan melalui pembentukan berbagai Produk Hukum yang 

berkaitan dengan penanggulangan Bencana seperti Telah ditetapkannya Perda No.1 Tahun 

2025 tentang Penanggulangan Bencana serta berbagai kebijakan daerah lainya seperti 

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang mendukung penyelenggaraan kegiatan 

peanggulangan bencana.  

2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu. 

Pengkajian risiko dilakukan dengan telah disusunnya  Dokumen Kajian Risiko Bencana 

(KRB) Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029,  serta telah diselesaikannya penyusunan 

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2025-2029 pada tahun 2025. Selanjutnya 

kedua dokumen terebut akan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. 

3. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 

Dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana, 

pemasangan rambu-rambu daerah rawan bencana yang sudah terealisasi sebesar 100% dari 

target yang ditetapkan. 

4. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 

Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dengan sistem operasi 24/7 (24 jam 7 hari) alias 

Siaga Penuh selama 24 Jam meningkatkan kecepatan penanganan terhadap setiap kejadian 

bencana sehingga dapat ditangani hampir seluruhnya dengan capaian penangan korban 

bencana sebesar 100%. 

b.  Capaian kinerja Persentase Kebijakan Daerah dalam Penangulangan Bencana 

Kebijakan daerah dalam Penanggulangan Bencana disusun dan ditetapkan dalam bentuk 

Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) maupun Keputusan Bupati. Dari 28 (dua 

puluh delapan) Kebijakan Daerah terkait penanggulangan bencana yang semestinya ada, sudah 

https://www.google.com/search?q=Indeks+Ketahanan+Daerah&oq=peningkatan+nilai+indeks+ketahan+daerah+berarti&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKABMgcIAhAhGI8CMgcIAxAhGI8CMgcIBBAhGI8C0gEJODI4N2owajE1qAIIsAIB8QXHWASdeYhoY_EFx1gEnXmIaGM&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfAlYGc-U6h_ZyZVYkxn26ao-1EBkPYLmdJiyT88q0AcLrK6H0UyhN2MeKK5TOY6I-BDHdlU-YOz1SrRc8_p6QIOxaxv8iXCvMGpnU4Qc_gW5EiRaXHfx96POXLzWBgvDEuuLnROHAiyCamR-UuAyXi1oiTkefMXF2e_Iwsom7fd__k&csui=3&ved=2ahUKEwis1ryd4MSSAxVb3jgGHYwTJxEQgK4QegQIAhAB
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terdapat sebanyak 12 (dua belas) kebijakan pada tahun 2025, baik yang sudah dibentuk pada 

tahun sebelumnya dan masih berlaku maupun yang baru dibentuk pada tahun 2025, sehingga 

realisasi kebijakan daerah sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 42,86%, meningkat dari 

tahun sebelumnya yang hanya sebesar 21,05%. Realisasnya lebih tinggi dari target yang 

ditetapkan dengan  peningkatan 103,57%,  meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.  

Kebijakan daerah yang sudah terbentuk dan masih berlaku sampai pada tahun  2025 

adalah  sebagai berikut : 

1. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2025 tentang Penangulangan Bencana 

2. Peraturan Bupati No.21 tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Daerah. 

3. Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Kontingensi Bencana Tsunami 

Diakibatkan Gempa Bumi Megathrust Sumba. 

4. Peraturan Bupati No.14 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat 

Direncanakan Sebelumnya Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban 

Bencana/Musibah. 

5. Keputusan Bupati No.355/BPBD/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana 

Banjir 

6. Keputusan Bupati No. 356/BPBD/2025 tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan 

Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Jembrana 

7. Keputusan Bupati No.363/BPBD/2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat 

Bencana Banjir 

8. Keputusan Bupati No.375/BPBD/2025 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke 

Pemulihan Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Jembrana 

9. Keputusan Bupati No.510/Diskes/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah 

Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Kabupaten 

Jembrana 

10. Keputusan Bupati No.265/BPBD/2025 tentang Pembentukan Klaster Logistik 

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jembrana 

11. Keputusan Bupati No.326/BPBD/2023 tentang Pembentukan dan Susunan keanggotaan Tim 

Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jembrana 

12. Keputusan Bupati No. 272/BPBD/2025  tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana 
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Masih terdapat 16 (enam belas) Kebijakan daerah yang perlu disusun baik berupa Peraturan 

Bupati ataupun Keputusan Bupati, sesuai mandat Perda Nomor 1 tahun 2025 tentang 

Penanggulangan Bencana antara lain  : 

1. Peraturan Bupati tentang Peran Desa dan Desa Adat dalam Penanggulangan Bencana 

2.  Perbup tentang Kajan Resiko Bencana (KRB) 

3.  Perbup tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 

4.  Perbup Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana 

5.  Perbup tentang tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi 

6. Perbup tentang sangsi administrastif terhadap kegiatan pembangunan yang tidak dilengkapi 

dengan analisis risiko bencana 

7. SK Bupati Tentang Standar Operasi dan Prosedur pada BPBD Kab.Jembrana, dan  

8. Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi, sebanyak 9 (Sembilan) Peraturan sesuai 

jumlah risiko bencana yang ada diKabupaten Jembrana. 

Tabel 3.6 

Perda/Peraturan Bupati/SK Bupati Yang Sudah Dibentuk Sd Tahun 2025 

No. Perda/Peraturan Bupati/SK Bupati  Sudah Belum Jumlah Ket 

1 Perda 1 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Bencana 1 0 1   

2 Perbup 21 th 2023 Tentang SOTK 1 0 1   

3 
Perbup tentang Peran Desa dan Desa Adat dalam 
Penanggulangan Bencana 

0 1 1 
Mandatory Perda 1 

Th 2025  

4 Perbup tentang Kajan Resiko Bencana (KRB)  0 1 1 
Mandatory Perda 1 

Th 2025   

5 Perbup tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)  0 1 1 
Mandatory Perda 1 

Th 2025   

6 
Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2024 Tentang Rencana 
Kontingensi Bencana Tsunami Diakibatkan Gempa Bumi 
Megathrust Sumba (Renkon per jenis ancaman) 

1 9 10 
 Mandatory Perda 1 

Th 2025   

7 
Perbup Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko 
Bencana 

0 1 1 
 Mandatory Perda 1 

Th 2025  

8 
Perbup tentang tata cara penanganan masyarakat dan 
pengungsi 

0 1 1 
Mandatory Perda 1 

Th 2025   

9 
Peraturan Bupati No.14 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan 
Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk 
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana/Musibah. 

1 0 1   

10 
Perbup tentang sangsi administrastif terhadap kegiatan 
pembangunan yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko 
bencana 

0 1 1 
 Mandatory Perda 1 

Th 2025  

11 SK Bupati Tentang SOP 0 1 1 
Mandatory Perda 1 

Th 2025   

12 
SK Bupati No.355/BPBD/2025 tentang Penetapan Status 
Tanggap Darurat Bencana Banjir 

1 0 1   

13 
SK Bupati No. 356/BPBD/2025 tentang Pembentukan Pos 
Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir di Kabupaten 
Jembrana 

1 0 1   

14 
SK Bupati No.363/BPBD/2025 tentang Perpanjangan Status 
Tanggap Darurat Bencana Banjir 

1 0 1   
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No. Perda/Peraturan Bupati/SK Bupati  Sudah Belum Jumlah Ket 

15 
SK Bupati No.375/BPBD/2025 tentang Penetapan Status 
Transisi Darurat Ke Pemulihan Dalam Penanggulangan Bencana 
Banjir di Kabupaten Jembrana 

1 0 1   

16 
SK Bupati No.510/Diskes/2023 tentang Pembentukan Tim 
Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan 
Penyakit Infeksius Baru di Kabupaten Jembrana 

1 0 1   

17 
SK Bupati No. 272/BPBD/2025  tentang Pembentukan Tim 
Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Jemrbana 

1 0 1   

18 
SK Bupati No.265/BPBD/2025 tentang Pembentukan Klaster 
Logistik Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jembrana 

1 0 1   

19 
SK Bupati No.326/BPBD/2023 tentang Pembentukan dan 
Susunan keanggotaan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan 
Bencana di Kabupaten Jembrana 

1 0 1   

  JUMLAH 12 16 28   

Sumber Data BPBD Kabupaten Jembrana. 

Penyusunan regulasi terkait penanggulangan bencana sangat penting untuk dipenuhi  

memberikan kepastian prosedur dan dasar yang kuat dalam setiap penyelengaraan kegiatan 

penanggulangan Bencana. Untuk itu Regulasi daerah yang diamanatkan pembentukannya oleh 

Peraturan Daerah namun belum disusun tentunya akan diproses secara bertahap sesuai kemampuan 

sumber daya yang dimiliki. 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target dan sasaran. 

1. Adanya peran aktif dan  keterlibatan unsur lembaga/Organsasi Non Pemerintah seperti IDRIP 

untuk turut serta dalam membantu penyusunan peraturan daerah. 

2. Adanya bantuan fasilitasi program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari BNPB. 

3. Kebutuhan organisasi yang bersifat mendesak dalam rangka memberikan pelayanan 

penanggulangan bencana kepada masyarakat yang membutuhkan regulasi dan aturan hukum  

untuk pelaksanaannya. 

c. Persentase Desa/KelurahanTangguh Bencana 

Desa tangguh bencana adalah suatu konsep yang bertujuan untuk meningkatkan 

ketangguhan masyarakat desa dalam menghadapi bencana. Gerakan ini melibatkan berbagai 

pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk bekerja sama 

dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan mayarakat.  

Tabel 3.7  

Jumlah Desa Tangguh Menurut Kecamatan 

di Kabupaten Jembrana tahun 2021-2025 

Kecamatan 
Jml 

Desa/Kel 
Destana 

2021 2022 2023 2024 2025 

Melaya 10 1 2 2 2 2 

Negara 12 2 2 2 2 2 

Jembrana 10 1 2 5 5 5 
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Kecamatan 
Jml 

Desa/Kel 
Destana 

2021 2022 2023 2024 2025 

Mendoyo 11 1 1 3 3 3 

Pekutatan 8 1 1 1 1 1 

Kabupaten Jembrana 51 6 7 13 13 13 

Prosentase Desa Tangguh 

Bencana 

 
11,76% 13,73% 25,49% 25,49% 25,49% 

Desa Tangguh Bencana yang Sudah Dilakukan Penilaian (PKD) 

1. Kelurahan Gilimanuk (Tangguh Pratama) 

2. Desa Pengambengan (Tangguh Utama) 

3. Desa Perancak (Tangguh Utama) 

4. Desa Air Kuning (Tangguh Utama) 

5. Desa Yeh Kuning (Tangguh Utama) 

6. Desa Delod Berawah (Tangguh Utama) 

7. Desa Penyaringan (Tangguh Utama) 

Desa Tangguh Bencana yang Belum Dilakukan Penilaian (PKD) 

1. Desa Warnasari 

2. Desa Berangbang 

3.Kelurahan BB Agung 

4.Kelurahan Pendem 

5.Desa Yehembang Kauh 

6.Desa Gubrih 
Sumber data : Bidang PK BPBD Kab.Jembrana 

Pada Tahun 2025 BPBD Kabupaten Jembrana telah melakukan pembentukan Fasilitator 

Desa yang bertujuan untuk menjadi pionir dalam pembuatan Desa Tangguh Bencana (Destana) di 

desanya masing-masing. Kegiatan tersebut berlangsung pada Tanggal 28 Oktober s/d 30 Oktober 

2025. Peserta terdiri dari 17 (Tujuh Belas) Desa/Kelurahan dengan total peserta 50 (Lima Puluh) 

orang. Selanjutnya, fasilitator desa yang sudah dilatih tersebut  akan menjadi pionir dalam 

pembentukan Dasa Tangguh Bencana.  Namun sehubungan kegiatan pelatihan dilaksanakan pada 

akhir tahun, maka pada tahun 2025 belum bisa ditindaklanjuti dengan Pembentukan Destana 

sehingga pada Tahun 2025 belum menambah jumlah Desa Tangguh Bencana yang ada di 

Kabupaten Jembrana.  

Analisis Penyebab Kegagalan pencapaian target dan Solusi yang dilakukan. 

BPBD kabupaten Jembrana belum mampu mencapai target yag ditetapkan untuk 

meningkatkan jumlah Desa Tangguh Bencana disebabkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Anggaran pelaksanaan pelatihan bagi Fasilitator Destana berada pada Triwulan IV bulan 

Desember 2025, sehingga fasilatator belum dapat segera menindaklanjuti  dengan Pembentukan 

Desa Tangguh Bencana di tahun 2025. 

2. Kurangnya Kapasitas SDM tingkat desa dan Terbatasnya Ketersediaan Anggaran Desa. 

Pembentukan Destana membutuhkan kesiapan dari sisi Sumber Daya Manusia dan Anggaran 

Desa dimana pada tahun ini program pembangunan di Desa Belum memprioritaskan 

pembentukan Destana. 
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Untuk mengatasi  permasalahan tersebut solusi kedepan yang dapat dilakukan untuk mencapai 

target pembentukan Desa Tangguh Bencana antara lain : 

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penanggulangan 

bencana dan pembentukan Desa Tangguh Bencana. 

2. Membentuk tim kerja yang terdiri dari pemerintah desa, masyarakat, dan stakeholder lainnya 

untuk memimpin dan mengkoordinasikan proses pembentukan Desa Tangguh Bencana. 

3. Mengadakan kerja sama dengan organisasi lain untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan 

bencana. 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa proses 

pembentukan Desa Tangguh Bencana berjalan dengan baik. 

5. Mengalokasikan dana yang cukup untuk mendukung proses pembentukan Desa Tangguh 

Bencana. 

d. Waktu respons tim penanggulangan bencana 

Penetapan waktu respon tim penanggulangan bencana sangat penting dalam menghadapi 

kejadian bencana karena dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penanggulangan bencana. 

Berikut adalah beberapa alasan mengapa penetapan waktu respon tim penanggulangan bencana 

sangat penting : 

1. Waktu respon yang cepat dapat mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

2. Waktu respon yang cepat dapat menyelamatkan nyawa orang-orang yang terjebak dalam 

bencana. 

3. Waktu respon yang cepat dapat mengurangi kerugian ekonomi dan material yang disebabkan 

oleh bencana. 

4. Waktu respon yang cepat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tim 

penanggulangan bencana dan pemerintah. 

5. Waktu respon yang cepat dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana karena tim 

penanggulangan bencana dapat bertindak lebih cepat dan efektif. 

Dengan demikian semakin cepat respon Tim Penanggulangan, akan semakin baik. 

Disamping itu masyarakat tentu akan lebih merasa terlindungi apabila peatugas bisa hadir  lebih 

cepat ditengah tengah masyarakat untuk melakukan penanganan terhadap setiap kejadian bencana.  

Tabel. 3.8 

Rekapitulasi Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2025 

Kejadian / Bencana 
BULAN 

JML 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gempa Bumi 
        

1 
   

1 

Banjir 
 

2 
  

17 2 4 
 

219 
  

13 257 
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Kejadian / Bencana 
BULAN 

JML 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gempa Bumi 
        

1 
   

1 

Tanah Longsor 
   

1 1 1 1 
 

1 1 
  

6 

Kekeringan 
    

1 2 1 1 1 
   

6 

Gelombang Ekstrim dan 
Abrasi 

    
3 

  
3 

    
6 

Cuaca Ekstrim (Angin 
Puting Beliung) 3 

 
2 

     
1 

  
2 8 

Kebakaran Hutan dan 
Lahan 

    
1 

       
1 

Kebakaran Gedung dan 
Permukiman 

       
1 

    
1 

Kejadian Lainnya 5 37 30 6 11 5 14 9 7 10 11 14 159 

J U M L A H 8 39 32 7 34 10 20 14 230 11 11 29 445 
Sumber Data Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) BPBD Kab.Jembrana 

Pada Tahun 2025 jumlah kejadian bencana mencapai 445 kejadian. Apabila dibandingkan 

dengan kejadian pada Tahun 2024 adalah sebanyak 229 kejadian, lebih banyak 216 kejadian 

bencana. Intensitas bencana meningkat cukup tinggi hampir 2x lipat mengindikasikan bahwa 

ancaman bencana akibat dari perubahan iklim selalu mengalami peningkatan. Hal ini tentu 

membutuhkan kesiapan dan kesigapan personil untuk selalu dapat memberikan pelayanan yang 

optimal ditengah-tengah ancaman bencana yang semakin meningkat. 

Waktu respon dihitung mulai dari Waktu Saat Laporan Diterima, penyiapan personil dan 

sarana prasarana yang dibutuhkan oleh tim sampai dengan Keberangkatan Tim Menuju Lokasi 

Kejadian,  apabila dihitung Rata-Rata waktu Responnya sudah berada dibawah 15 Menit.. 

Walaupun intensitas kejadian bencana meningkat cukup tinggi apabila dibandingkan tahun 

sebelumnya namun waktu respon tim tetap dapat dipertahankan.  

Analisis Penyebab keberhasilan pencapaian target dan sasaran 

1. Kesiapsiagaan Tim yang memungkinkan respon yang cepat dan efektif melalui sistem kerja 24/7 

(24 jam dalam sehari, 7 Hari dalam seminggu) 

2. Sistem komunikasi yang baik memungkinkan informasi yang cepat dan akurat, sehingga 

mempercepat respon melalui berbagai media elektronik/chat group. 

3. Adanya Standar Prosedur operasional yang jelas yang  memungkinkan tim penanganan darurat 

untuk bertindak dengan cepat dan efektif. 

4. Dukungan anggaran untuk pemeliharaan Sarana prasarana agar tetap terjaga dalam kondisi baik. 

e. Nilai LKjIP Perangkat Daerah 

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029, pada Misi 4 “ 

Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif, Adaptif dan Inovatif”,   menetapkan tujuan 

Pemerintah Daerah “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif“ dengan sasaran strategis 

yang hendak dicapai adalah “Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah” 
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dan keberhasilannya diukur dengan hasil evaluasi  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN & RB Republik Indonesia. 

Dengan menerapkan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka 

instansi pemerintah akan dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat 

serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan. 

Pemerintah Kabupaten Jembrana berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas yang merupakan 

salah satu asas dalam mewujudkan good governance, baik akuntabilitas keuangan maupun 

akuntabilitas kinerja.  

Akuntabilitas kinerja organisasi perngkat daerah adalah kemampuan suatu organisasi untuk 

mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil kerjanya. Aspek-Aspek utama yang mempengaruhi 

akuntabilitas suatu organisasi antara lain :  

1. Transparansi  : adalah keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan 

sumber daya 

2. Tanggung Jawab : Kesediaan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan 

3. Kepatuhan  : Kesesuaian dengan peraturan, kebijakan dan  standar 

4. Efektifitas  : Pencapaian tujuan dan sasaran secara tepat. 

5. Efisiensi  : Pemanfaatan sumber daya dengan optimal. 

Kementerian PAN & RB Republik Indonesia melaksanakan evaluasi SAKIP di seluruh 

instansi pusat dan instansi daerah dan menerbitkan nilai SAKIP setiap tahun. Evaluasi SAKIP 

adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan 

permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas 

dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan evaluasi SAKIP adalah bertujuan untuk: 

1. memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP); 

2. menilai tingkat implementasi SAKIP; 

3. menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 

4. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan SAKIP; dan 

5. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. 

Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah nilai SAKIP instansi pemerintah dibagi ke dalam 7 (tujuh) predikat, 

antara lain: 

1. Predikat AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai > 90 – 100, artinya telah terwujud Good 

Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah 

terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja 

telah dilakukan sampai ke level individu.  
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2. Predikat A (Memuaskan) dengan nilai > 80 - 90 , artinya terdapat gambaran bahwa instansi 

pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan 

berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 

4/Pengawas/Subkoordinator.  

3. Predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai > 70 – 80, artinya terdapat gambaran bahwa AKIP 

sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. 

Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan 

anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis 

teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 

3/koordinator.  

4. Predikat B (Baik) dengan nilai > 60 – 70, artinya terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik 

pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit 

perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru 

dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. 

5. Predikat CC (Cukup Memadai) dengan nilai > 50 – 60, artinya Terdapat gambaran bahwa 

AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar 

khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.  

6. Predikat C (Kurang) dengan nilai > 30 – 50, artinya, sistem dan tatanan dalam AKIP kurang 

dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu 

banyak perbaikan mendasar di level pusat. 

7. Predikat D (Sangat Kurang) dengan nilai > 0 – 30, artinya sistem dan tatanan dalam AKIP 

sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja 

sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya 

dalam implementasi SAKIP. 

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa nilai SAKIP BPBD Kabupaten 

Jembrana berdasarkan Laporan Evaluasi dari Inpektorat Kabupaten Jembrana Nomor 

700/339.24/ITKAB/2025 tanggal 21 Maret 2025 adalah sebesar 79,60 dengan kategori nilai ”BB” 

atau Sangat Baik. Capaian ini sudah sesuai dengani target yang ditetapkan dalam Renstra BPBD 

Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 sebesar 79,60.  

Analisi Penyebab Keberhasilan Pencapaian target dan sasaran. 

Beberapa hal yang menjadi faktor yang mengakibatkan target dan sasaran dapat dicapai 

pada tahun 2025 adalah karena Tahun 2025 merupakan capaian awal dari Renstra BPBD Kabupaten 

Jembrana 2025-2029, yang perencanaannya ditetapkan pada triwulan keempat tahun 2025,  

sehingga data awal perencanaan (base line) sebagai target kinerja tahun 2025 yang hendak dicapai 

sudah dapat diketahui berdasarkan hasil review APIP pada bulan maret 2025. 
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Walaupun capaian kinerja sudah sesuai dengan target yang ditetapkan namun belum 

meningkat apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan 

sebagai berikut : 

1. Terapat beberapa rekomendasi perbaikan tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti. 

2. Ketepatan wakti publikasi dokumen perencanan kinerja pada web site resmi Pemerintah daerah 

atau Website Perangkat daerah. 

3. Masih terdapat ketidakselarasan antar dokumen perncanaan yang ada. 

4. Kurang menyajikan informasi yang lengkap dalam rangka pencapaian kinerja.  

Untuk dapat meningkatkan kembali kinerja pada tahun tahun mendatang beberapa hal yang 

dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Penyelarasan Dokumen Perencanaan dengan  Memastikan adanya konsistensi antara Renstra, 

Renja, Perjanjian Kinerja (PK), dan DPA. 

2. Menjabarkan sasaran strategis secara berjenjang hingga ke tingkat individu agar setiap pegawai 

dapat diketahui kontribusinya dalam organisasi.  

3. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya.  

3.1.3 Kinerja BPBD terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang 

menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Hal ini diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelengaraan Pemerintahan Daerah. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD urusan 

Ketentraman Ketertiban Umum, sub urusan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD adalah sebagai 

berikut : 

Tabel. 3.9 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Capaian 
Tahun 
2024 

Tahun 2025 

Target 
Rea 
lisasi 

Prosentase (%)  
Kenaikan/ 
Penurunan 

a. Meningkatnya cakupan warga 
negara  yang memperoleh 
layanan informasi rawan 
bencana 

Persentase Cakupan  
Penyebaran Informasi dan 
Edukasi Rawan Bencana 

100% 100% 100% - 

b. Meningkatnya cakupan warga 
negara yang memperoleh 
layanan pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

Persentase (%)  warga 
negara yang Memperoleh 
layanan pencegahan 
Dan kesiapsiagan terhadap 
bencana 

6,72% 6,92% 
13,35

% 
98,66% 

c. Terpenuhi nya warga negara 
yang memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana 

Persentase (%) warga 
negara yang memperoleh 
layanan penyelamatan dan 
evakuasi korban bencana 

94,45% 100% 100% - 

Sumber Data BPBD Kab.Jembrana 
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Penjelasan Capaian  Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut : 

a. Persentase (%) Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana 

merupakan  ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan kegiatan penyebaran informasi 

dan edukasi rawan bencana. Kegiatan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana dengan 

total Realisasi jumlah warga negara yang mendapatkan informasi dan edukasi sebanyak 40.539 

orang, dari target sebanyak 40.539 orang sehingga capaian kinerja sudah 100%.  

Kegiatan Sosialisasi Ataupun Simulasi Kebencanaan Tatap Muka dilaksanakan pada tiga 

puluh Sembilan (39) lokasi diseluruh wilayah Kabupaten Jembrana. Peserta sosialisasi mayoritas 

adalah siswa-siswi yang ada di Kabupaten Jembrana dengan jumlah 1.860 orang yang tersebar 

pada delapan belas (18) sekolah di Kabupaten Jembrana. Hal tersebut dikarenakan kegiatan 

Kesiapsiagaan Kebencanaan berbanding lurus dengan salah satu program Kementrian 

Pendidikan yaitu Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Sisanya sebanyak 595 orang 

berasal dari Desa (Linmas) maupun instansi swasta yang ada di Kabupaten Jembrana.  

Pada indikator Sosialisasi Dengan Media berjumlah 5.996 orang yang diambil dari jumlah 

pengikut sosial media BPBD Kabupaten Jembrana, yang diharapkan juga akan terus meningkat 

seiring dengan perkembangan zaman dimana penggunaan media sosial paling efektif digunakan 

sebagai media komunikasi dan informasi.  

Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Publik pada Tahun 2025 berjumlah 44 rambu di 

dua Desa yaitu Desa Tuwed dan Banyubiru dengan total jumlah penduduk desa yang melihat 

rambu sebanyak 16.044 orang. 

Tabel.3.10 

Jumlah Warga Yang Memperoleh Layanan Informasi dan edukasi Rawan Bencana 

No Lokasi 

Jumlah Warga Yang Memperoleh Layanan Informasi 

Keterangan SosialisasiTatap 
Muka 

SosialisasiM
elalui Media 
Sosial Dan 

Wahana 
Multimedia 

Penyedia
an dan 

Pemasan
ganRamb
uEvakuas

i 

Papan 
Informa

si 
Publik 

1 Museum 
ManusiaPrasejarahGilimanuk 

30 orang - - -  

2 PT PLN Persero ULP Negara 50 orang - - -  

3 Lost Lindenberg Hotel, Banjar 
Yehkuning, Kec. Pekutatan 

30 orang - - -  

4 SMK Negeri 1 Negara 50 orang - - -  

5 SMP Negeri 1 Pekutatan 60 orang - - -  

6 SMP Negeri 1 Mendoyo 60 orang - - -  

7 SMP Negeri 5 Negara 60 orang - - -  

8 SMP Negeri 6 Negara 60 orang - - -  

9 SMP Negeri 2 Melaya 60 orang - - -  

10 MIN 2 Jembrana 150 orang - - -  

11 SMP Negeri 3 Negara 540 orang - - -  

12 DesaYehkuningKecamatan 
Jembrana. 

30 orang - - -  

13 Desa Penyaringan Kecamatan 
Jembrana. 

30 orang - - -  

14 Kantor Desa Budeng 30 orang - - -  

15 SMK Negeri 3 Negara 100 orang - - -  
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No Lokasi 

Jumlah Warga Yang Memperoleh Layanan Informasi 

Keterangan SosialisasiTatap 
Muka 

SosialisasiM
elalui Media 
Sosial Dan 

Wahana 
Multimedia 

Penyedia
an dan 

Pemasan
ganRamb
uEvakuas

i 

Papan 
Informa

si 
Publik 

16 MAN 2 Jembrana 100 orang - - -  

17 SMP N 5 Negara 100 orang - - -  

18 Desa Pengambengan d 60 orang - - -  

19 Desa Yehkuning 60 orang - - -  

20 Desa Penyaringan 30 orang - - -  

21 Desa Ekasari 30 orang - - -  

22 SMA Negeri 1 Pekutatan 60 orang - - -  

23 SMP N 4 Mendoyo 120 orang - - -  

24 MI As-Shiddiqiyyah 120 orang - - -  

25 SD Negeri 3 Lelateng 60 orang - - -  

26 Kantor Perbekel Desa Warnasari 20 orang - - -  

27 ProyekPekerjaanRehabilitasi 
Jaringan, Desa Penyaringan 

20 orang - - -  

28 Kantor Perbekel Desa Kaliakah. 20 orang - - -  

29 Kantor Perbekel Desa Tukadaya 20 orang - - -  

30 Kantor Pengadilan Negeri Negara 20 orang - - -  

31 SLB Negeri 1 Jembrana 40 orang - - -  

32 SMP N 2 Mendoyo 60 orang - - -  

33 SMP N 1 Negara 60 orang - - -  

34 Desa DanginTukadaya 30 orang - - -  

35 Desa Yehembang  30 orang - - -  

36 Desa Candikusuma 25 orang - - -  

37 Desa Tegalbadeng Timur 30 orang - - -  

38 Desa Yehembang 30 orang - - -  

39 Desa Yehkuning 30 orang - - -  

40 Desa Banyubiru - - 10.733 
orang 

10.733 
orang 

Terdapat 26 Rambu pada Desa 
Banyubiru, 21 rambu titik kumpul dan 
evakuasi, dan 5 rambu peringatan. 
Dengan jumlah penduduk yang ada di 
Desa Banyubiru yang dapat melihat 
rambu tersebut adalah 10.733 orang. 

41 Desa Tuwed - - 5.311 
orang 

5.311 
orang 

Terdapat 16 Rambu pada Desa 
Tuwed, 13 rambu titik kumpul dan 
evakuasi, dan 3 rambu peringatan. 
Dengan jumlah penduduk yang ada di 
Desa Tuwed yang dapat melihat 
rambu tersebut adalah 5.311 orang. 

42 Pengikut Akun Sosial Media BPBD 
KabupatenJembrana 

- 5.996 orang - - Jumlah ini didapat dari total pengikut 
dari beberapa media sosial BPBD 
kabupaten Jembrana seperti 
Facebook, Instagram, dan Tiktok. 

JUMLAH 2.455 Orang 5.996 Orang 
16.044 
orang 

16.044
orang 

Pada Tahun 2025, Jumlah Warga 
Yang Memperoleh Layanan Informasi 
melalui Sosialisasi Tatap Muka 2.455 
orang yang tersebar pada 39 lokasi, 
Sosialisasi Melalui Media Sosial Dan 
Wahana Multimedia sebanyak 5.996 
orang yang didapat dari total jumlah 
pengikut media sosial BPBD 
Kabupaten. Sedangkan pada Tahun 
2025 terdapat Pemasangan Rambu 
Evakuasi dan Papan Informasi di dua 
Desa yaitu Desa Banyubiru dan Desa 
Tuwed dengan jumlah penduduk 
yang mendapat layanan dari rambu 
tersebut adalah 16.044 orang. 
Totaljumlah warga negara yang 
memperoleh layanan informasi rawan 
bencana Kabupaten/Kota Jembrana 
tahun 2025 berjumlah 40.539 orang. 

Sumber Data Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab.Jembrana 
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Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, Kinerja penyebaran informasi dan 

edukasi rawan bencana sudah dapat dipertahankan sebesar 100% namun dengan Realisasi Target 

Yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024 target warga negara yang 

mendapatkan sosialisasi dan edukasi adalah sebanyak 24.511 orang, sedangkan pada tahun 2025 

adalah sebanyak 40.539 orang, meningkat signifikan sebanyak 65,39%.  

Analisi Penyebab Keberhasilan Pencapaian target dan sasaran. 

1. Pemanfaatan Media Sosial yang Tepat sebagai sarana penyebaran informasi dan edukasi  yang  

memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan lebih banyak. 

2. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas-tugas tim sosialisasi baik 

terkait kulaitas konten media sosial maupun rutinitas unggahan konten media sosial. 

3. Kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga/instansi atau pihak lainnya sehingga kegiatan 

sosialisasi dan edukasi dapat dilaksanakan tanpa pembiayaan dari perangkat daerah.  

4. Efektifitas penyebaran informasi didukung dengan metode  penyelenggaraan yang beraneka 

macam, sehingga mampu menekan pembiayaan dengan cakupan yang lebih luas. 

b. Persentase (%)  warga negara yang Memperoleh layanan pencegahan Dan kesiapsiagan 

terhadap bencana  

Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. 

Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah 

warga negara yang telah menerima pelatihan, atau bantuan alat perlindungan diri lainnya untuk 

meningkatkan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi bencana. Capaian kinerja dihitung 

berdasarkan Jumlah warga negara di daerah rawan bencana yang mendapatkan pelatihan 

pencegahan dan gladi kesiapsiagaan bencana, sebanyak 556 orang, berbanding Jumlah seluruh 

warga negara di daerah rawan bencana sesuai analisis dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), 

sebanyak 4.165 orang.   

Dengan demikian capaian kinerja layanan pencegahan dan kesiapsiagan terhadap bencana 

adalah sebesar  13,35%, sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 3.11 
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan  

Pencegahan dan KesiapsiagaanTerhadapBencana 

No 
Desa/Kelurahan/ 

Instansi 
Lokasi 

Kegiatan 

Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh 
Layanan InformasiPencegahan dan 
KesiapsiagaanTerhadapBencana Keterangan 

Pelatihan 
Pencegahan 

Gladi KesiapanTerhadap 
Bencana 

1 Yeh Sumbul 

Gedung 
Jimbarwana 

Lt. 2 
PemkabJem

brana 

3 orang - Pada SubPelatihanPencegahanada dua kegiatan yang 
dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuaidengan SPM, salah 
satunyaadalahBimbingan Teknis Fasilitator Desa/Kelurahan 
Tangguh Bencana. BimtekDestanadilakukan pada tanggal 
28-30 Oktober 2025 pada Gedung Jimbarwana Lt.2 
Pemkab Jembrana. Tujuan Bimtek salah 
satunyaadalahuntukUntuk membentuk Fasilitator 
Desa/Kelurahan yang diharapkan dapat membantu desa 

2 Pulukan 3 orang - 

3 Pangyangan 3 orang - 

4 Pekutatan 3 orang - 

5 Cupel 3 orang - 

6 Gilimanuk 2 orang - 

7 Yehembang 3 orang - 

8 Pengeragoan 3 orang - 
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No 
Desa/Kelurahan/ 

Instansi 
Lokasi 

Kegiatan 

Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh 
Layanan InformasiPencegahan dan 
KesiapsiagaanTerhadapBencana Keterangan 

Pelatihan 
Pencegahan 

Gladi KesiapanTerhadap 
Bencana 

9 Tegal Badeng 
Barat 

3 orang - 
tersebut menghadapi bencana. Peserta Bimtek terdiri dari 
17 (Tujuh Belas) Desa/Kelurahan dengan total peserta 50 
(Lima Puluh) orang, yang masing-masing Desa/Kelurahan 
mengirimkan 3 (Tiga) orang sebagai fasilitator. 

10 Melaya 3 orang - 

11 Gumbrih 3 orang - 

12 Tukadaya 3 orang - 

13 Tuwed 3 orang - 

14 Banyu Biru 3 orang - 

15 Candi Kusuma 3 orang - 

16 Baluk 3 orang - 

17 Medewi 3 orang - 

18 
Staff TRC BPBD 
Kabupaten 
Jembrana 

Bawah 
Garasi 
Barak 
Garuda 
Yonif 
Mekanis 
741 

35 Orang - 

Selain Bimtek Destana, pada Sub PelatihanPencegahan 
juga terdapatkegiatanBimbingan Teknis 
PeningkatanKapasitas Tim Rekasi Cepat Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
KabupatenJembranaTahun 2025, yang dilaksanakan pada 
tanggal 10-12 Oktober 2025 yang bertempat di Bawah 
Garasu Barak Garuda Yonif Mekanis 741. 
BimtekinimemilikitujuanTujuan utama dari Bimtek TRC 
adalah untuk memastikan tim dapat melaksanakan tugas 
dan fungsi mereka, terutama pada tahap tanggap darurat 
bencana, dengan cepat dan tepat. 

19 

Peserta Apel 
Kesiapsiiagaan 
Bencana 
Hidrometeorologi 

Belakang 
Gor Kresna 
Jvara 

- 471 orang 

Pada Sub Gladi 
KesiapanTerhadapBencanamenaungisatukegiatan pada 
Tahun 2025, yaitu Apel 
KesiapsiagaanTanggapDaruratBencanaHidrometeorologiK
abupatenJembranaTahun 2025 yang dilaksanakan pada 
tanggal 5 November 2025. Berlokasi di Gor Kresna Jvara, 
denganjumlahpesertaapel 471 orang dariberbagaiinstansi, 
termasukdari BPBD KabupatenJembrana yang berjumlah 
31 orang. Tujuan utamadari Gladi 
Kesiapsiagaanadalahmemastikanbahwaseluruhelementerk
ait, baikdariunsurPemerintah Daerah, TNI/POLRI, BPBD, 
relawan, maupuninstansipendukunglainnya, 
beradadalamkondisisiagapenuh. 

JUMLAH 85 orang 471 orang 
Jumlah total jumlahwarga negara yang 
memperolehlayananpelatihanpencegaha dan 
kesiapsiagaanterhadapbencanaadalah556 orang. 

Sumber Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab.Jembrana 

 

Tabel 3.12 
Jumlah Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana 

No Kecamatan 

Jumlah Target 
Warga Negara 
Yang Berada di 

Kawasan 
Rawan 

Bencana 

Keterangan 

1 Pekutatan 341 orang 

 Kondisi Geografis: Wilayah pesisirnyadidominasi oleh tebing dan pantai yang 
berbatasan langsung dengan jalan raya utama Denpasar-Gilimanuk. Meskipun beberapa 
area tinggi, desa-desa seperti Pengeragoan dan Pulukan memiliki pemukiman yang 
sangat dekat dengan bibir pantai. 

 Kesiapsiagaan:Merupakan kecamatan terjauh dari pusat pemerintahan (Kota Negara), 
sehingga kemandirian relawan desa (Destana) sangat ditekankan di sini. 

 Fasilitas: Masih membutuhkan penambahan rambu evakuasi dan penguatan sistem 
peringatan dini agar mencakup seluruh desa pesisir hingga perbatasan Kabupaten 
Tabanan. 

2 Mendoyo 944 orang 

 Kondisi Geografis: Garis pantainya merupakan jalurwisata dan pemukiman yang mulai 
berkembang. Desa Delod Berawah dan Penyaringan adalah titik yang paling dipantau. 

 Kesiapsiagaan: Memiliki koordinasi yang baik antara relawan desa dengan BPBD. 
Simulasi mandiri sering dilakukan di area sekolah pesisir. 

 Fasilitas: Desa Penyaringan telah dilengkapi dengan sirine peringatan dini terbaru. 
BPBD mencatat tantangan di sini adalah kerusakan rambu evakuasi akibat faktorcuaca 
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No Kecamatan 

Jumlah Target 
Warga Negara 
Yang Berada di 

Kawasan 
Rawan 

Bencana 

Keterangan 

dan beberapa yang hilang/bengkok tertabrak kendaraan. 

3 Jembrana 479 orang 

 Kondisi Geografis:Wilayahnya didominasi oleh desa pesisir seperti Yeh Kuning dan Air 
Kuning. Area pantai di sini sering mengalami abrasi, yang secara alami mengurangi 
benteng pertahanan pantai terhadap gelombang tinggi. 

 Kesiapsiagaan: Fokus utama di kecamatan ini adalah pemanfaatan gedung-gedung 
pemerintah (seperti GOR) sebagai tempat evakuasi sementara. 

 Fasilitas: Sirine EWS telah terpasang di Desa Yeh Kuning. Namun, laporan terbaru 
(2025) menunjukkan banyak rambu di pinggir pantai yang mula irusak/berkarat karena 
korosi air laut dan perlu perbaikan. 

4 Negara 1.039 orang 

 Kondisi Geografis: Ini adalah wilayah dengan risiko paling tinggi. Desa-desa seperti 
Pengambengan dan Perancak berada di dataran rendah yang menjorok kelaut dengan 
banyak muara sungai. Jika tsunami terjadi, air bisa masuk lebih jauh kedaratan melalui 
aliran sungai. 

 Kesiapsiagaan: Pengambengan adalah fokus utama mitigasi karena merupakan pusat 
perikanan dengan populasi padat. BPBD Jembrana memprioritaskan edukasi di sini 
karena akses jalan evakuasi yang terbatas dibandingkan jumlah penduduknya. 

 Fasilitas: Sudah terpasang sirine peringatan dini (EWS) dan rambu-rambu evakuasi 
yang paling lengkap di antara kecamatan lainnya. 

5 Melaya 1.362 orang 

 Kondisi Geografis: Memiliki garis pantai yang panjang dari Gilimanuk hingga 
keperbatasan Negara. Sebagian wilayah memiliki kontur landai yang sangat berisiko jika 
terjadi kenaikan muka air laut. 

 Kesiapsiagaan: Memiliki Kelurahan Gilimanuk yang sudah berstatus Destana Utama. 
Kecamatan ini dianggap krusial karena merupakan pintu gerbang masuk Bali melalui 
pelabuhan, sehingga evakuasi kendaraan di jalur nasional menjadi tantangantersendiri. 

 Fasilitas: Sudah mulai dipasangi rambu-rambu baru, khususnya di area padat seperti 
Gilimanuk dan penyebaran alat keselamatan seperti life jacket ke posko-posko desa. 

JUMLAH 4.165 orang  
Sumber Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab.Jembrana 

Pada tahun 2024 capaian kinerja  Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana adalah hanya sebesar 6,72% dimana Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah sebanyak 280 orang berbanding jumlah 

warga negara yang berada dikawasan rawan bencana yang sama sebanyak 4.165 orang. Berdasarkan 

uraian dan data diatas meperlihatkan capaian kinerja pada tahun 2025 mengalami peningkatan 

cukup signifikan yaitu dari sebesar 6,72% pada tahun 2024 menjadi sebesar 13,35% pada tahun 

2025.   

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian target dan sasaran. 

Faktor-faktor yang mendukung dan mempengaruhi tercapainya target kinerja adalah sebagai 

berikut : 

1.  Adanya peran kerja sama dan koordinasi yang baik dengan intasni/lembagaa atau organisasi 

lainnya, seperti LSM dan komunitas, untuk meningkatkan cakupan layanan pencegahan dan 

kesiapsiagaan. 

2. Dukungan ketersediaan anggaran untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan 
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c. Persentase (%) warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana 

Kinerja diukur berdasarkan Jumlah warga terdampak bencana, yang 

mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana berbanding dengan 

jumlah seluruh warga terdampak bencana. Dari 41 Jenis Bencana maupun musibah 

lainnya yang terjadi pada tahun 2025, jumlah warga terdampak adalah sebanyak 6.691 orang 

dimana seluruhnya sudah dapat terlayani dan mendapat penanganan, baik berupa Assesment, 

penanganan bencana, pelayanan kesehatan maupun pemberian bantuan sosial berupa pemenuhan 

kebutuhan dasar bagi korban bencana.  

Tabel 3.13 

Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 

Tahun 2025 

No 

Jumlah Korban Benana Per Kecamatan 

Korban  Bencana 

Kecamatan 

Jembrana 
Luar 

Wilayah 
Melaya Mendoyo Negara Pekutatan Total 

1 Abrasi         9   9 

2 AnginKencang         14   14 

3 AnginPutingBeliung 1   3 12   21 37 

4 Atap Bangunan Roboh 1   2     1 4 

5 Atap Rumah Jebol         2   2 

6 Atap Rumah Roboh 1     3 1 1 6 

7 Bangunanroboh 1   3 2     6 

8 Banjir 1696   53 816 3785 2 6352 

9 cuacaekstrem 1       8   9 

10 CuacaEkstrim (AnginPutingBeliung)     16       16 

11 Dahan PohonPatah 3   2 2 2 1 10 

12 DapurRoboh           1 1 

13 GelombangEkstrim dan Abrasi 2   15   5   22 

14 Gempa Bumi 1           1 

15 Genangan Air     1       1 

16 Hewan Liar 1           1 

17 JembatanPutus       1     1 

18 JembatanTerputus       15     15 

19 Kapal Tenggelam 1 44         45 

20 Kebakaran     2 8 3 3 16 

21 KebakaranDapur 1           1 

22 KebakaranDapur dan Kamar         1   1 

23 Kebakaran Hutan dan Lahan           1 1 

24 Kebakaran Mobil 1           1 

25 Kebakaran Pabrik         2   2 

26 Kebakaran Rumah     3   1   4 

27 Kecelakaan   1       1 2 

28 Kekeringan/sumber air terputus     2   2   4 

29 NelayanHilang         1   1 

30 Orang Tenggelam   3         3 

31 Orang tersambarpetir     2       2 

32 Orang Tersesat     1       1 

33 PenemuanMayat     1       1 

34 PohonTumbang 22 1 16 18 18 5 80 

35 Rumah Berpotensi Roboh         1   1 

36 Rumah Roboh         2   2 

37 Senderan Jalan Jebol           1 1 

38 SenderanJebol       1   2 3 
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No 

Jumlah Korban Benana Per Kecamatan 

Korban  Bencana 

Kecamatan 

Jembrana 
Luar 

Wilayah 
Melaya Mendoyo Negara Pekutatan Total 

39 Suspect Rabies 1     1 1   3 

40 Tanah Longsor 1     5   2 8 

41 Tembok Jebol 1           1 

 Total 1736 49 122 884 3858 42 6691 

 

Tabel 3.14 

Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana  

Tahun 2024-2025 

No Uraian 
TAHUN 

2024 2025 

1 
Jumlah warganegarayangmemperoleh layanan penyelamatan dan 
evakuasi korban bencana 

21 orang 6.691 orang 

2 Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana 22 orang 6.691 orang 

Indikator 
Persentase (%) warga negara yang memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi korban bencana 

95,45% 100% 

Sumber Data Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab.Jembrana 

Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan korban terdampak bencana yang sangat tinggi 

apabila dibandingkan dengan kejadian tahun 2024 yang hanya sebanyak 22 orang. Hal ini 

diakibatkan oleh adanya Ancaman Bencana Hidrometeorologi (Iklim Basah) yang terjadi dalam 

rentang waktu yang cukup panjang pada tahun 2025 yaitu dari Bulan September sd Desember 2025, 

berlanjut sampai dengan Bulan Pebruari tahun 2026. Curah hujan pada bulan bulan ini cukup tinggi 

melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Jembrana. Bahkan pada 

Bulan September pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan status Tanggap Darurat Bencana 

akibat besarnya dampak bencana banjir yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 2 (dua) orang. 

Dari keseluruhan yang terdampak,  korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi 

dari kejadian bencana seluruhnya dapat ditangani dengan baik sehingga capaian kinerjanya sudah  

100%. 

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian target dan sasaran. 

 Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam mencapai target dan sasaran adalah 

sebagai berikut : 

1. Dukungan kebijakan dan regulasi yang memadai untuk melaksanakan kegiatan dengan 

menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga pada saat tanggap darurat bencana 

2. Masifnya dukungan dan solidaritas masyarakat terhadap korban bencana dengan memberikan 

donasi pada saat tanggap darurat bencana. 

3.  Komitmen Pimpinan Daerah dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam rangka 

penanganan korban bencana. 

4. Kerjasasama dan koordinasi yang baik antar organisasi/lintas sektor untuk turut serta bersama-

sama melakukan penanganan korban bencana. 
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3.1.4 Kinerja BPBD terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan. 

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jaaangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Tahun 2025-2029, terdapat 3 (tiga) indikator Progam Penanggulangan Bencana pada 

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yaitu : 

1. Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana 

2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana 

3. Presentase Penanganan Pasca Bencana. 

Ketiga indikator tersebut selanjutnya dijabarkan kembali dengan lebih rinci melalui 

Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan yang dituangkan kedalam Daftar Pelaksanaan 

Anggaran  (DPA) BPBD Kabupaten Jembrana Tahun 2025, dengan realisasi sebagai berikut : 

 

Tabel 3.15 

Capaian Kinerja  Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  

Tahun 2025 

NO 
Program/ Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Sasaran Indikator Kinerja Target 

Realisa
si 

Capaian 
Kinerja (%) 

A. 
  
  

Program 
Penanggulangan 
Bencana 
  
 

 Meningkatnya kualitas 
Layanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap  
bencana    

Persentase cakupan 
penyebaran informasi dan 
edukasi rawan bencana 

100% 100% 100% 

Meningkatnya Penanganan 
Bencana Pada  saat tanggap 
Darurat 

Persentase Penanganan 
Tanggap Darurat Bencana 

95,50% 100% 104,71% 

Meningkatnya penanganan 
bencana pada saat pasca 
bencana 

Presentase Penanganan 
Pasca Bencana  

80% 98,03% 122,54% 

1. Kegiatan Pelayanan 
Informasi Rawan 
Bencana Kabupaten/ 
Kota 

Meningkatnya cakupan warga 
negara yang memperoleh 
layanan informasi rawan 
bencana 

Persentase  warga negara 
yang memperoleh layanan 
Informasi rawan bencana 

100% 100% 100% 

 a. Sub Kegiatan 
sosialisasi,  
komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana 

Terselengaranya komunikasi 
nformasi dan edukasi rawan 
Bencana kepada Masyarakat 
per jenis ancaman bencana 

Jumlah penduduk  di 
kawasan rawan bencana 
yang memperoleh informasi 
rawan bencana sesuai jenis 
ancaman bencana 

585 
Orang 

585 
Orang 

100% 

2. Kegiatan Pelayanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Meningkatnya cakupan warga 
negara yang memperoleh 
layanan pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

Persentase  warga negara  
yang memperoleh layanan 
Pencegahan dan  
kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

6.92% 13,35% 192,92% 

 a. Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 
kabupaten/kota 

Tersedianya peralatan 
perlindungan terhadap bencana 

Jumlah Warga Negara yang 
Mendapat peralatan 
perlindungan 

30 
 orang 

30 
orang 

100% 

 b. Gladi Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 
kabupaten/kota 

Terlatihnya Warga Negara 
Dalam rangka kesiapsiagaan 
Terhadap bencana 

Jumlah Warga Negara yang 
Ikut gladi kesiapsiagaan 280 

Orang 
471 

Orang 
100% 
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NO 
Program/ Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Sasaran Indikator Kinerja Target 

Realisa
si 

Capaian 
Kinerja (%) 

 c. Pengendalian Operasi 
dan Penyediaan 
Sarana  Prasarana 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota 

Tersedianya layanan 
Pusdalops penanggulangan 
Bencana dan sarana prasarana 
kesiapsiagaan  
Terhadap bencana  
 

Jumlah LAporan Layanan 
pusdalops penanggulangan 
bencana dan sarana  
prasarana  
penanggulangan bencana 

12 
LAporan 

12 
LAporan 

100% 

 d. Penyusunan Rencana 
Penanggulangan 
Bencana   

Tersedianya data/informasi 
Tentang rencana  
penanggulangan bencana 
Dalam bentuk dokumen 

Jumlah Penyelesaian 
dokumen sampai dinyatakan 
sah/legal 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

100% 

 e.Sub kegiatan  Pelatihan 
Pencegahan dan 
mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 

Terlatihnya aparatur yang 
menangani sub-urusan 
bencana dan Warga Negara 
Yang berada di kawasan 
Rawan bencana  

jumlah aparatur dan Warga 
Negara yang 
ikut pelatihan 

85 
orang 

85 
orang 

100% 

3 Kegiatan Pelayanan 
Penyelamatadan 
EvakuasKorban 
Bencana 

Terpenuhinya warga negara 
Yang memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana 

Persentase warga negara 
yang memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana 

100% 100% 100% 

 a.Sub kegiatan Respon 
Cepat  Kejadian Luar 
Biasa Penyakit/Wabah 
Zoonosis Prioritas 

Terrespon secara cepat  setiap 
hasil penetapan status KLB 
kurang dari  24 jam 

Jumlah Laporan Koordinasi 
respon cepat kejadian luar 
biasa wabah 
penyakit/zoonosis 

1 
Laporan 

1 
Laporan 

100% 

 b. Respon Cepat Darurat  
encana 
Kabupaten/Kota 

Terrespon secara cepat setiap  
hasil  penetapan status darurat 
bencana 
kurang dari 24 jam 

Jumlah Dokumen penetapan 
status darurat bencana 1 

Dokumen 
1 

Dokumen 
100% 

 c.Pencarian, Pertolongan 
dan Evakuasi Korban 
Bencana 
kabupaten/Kota 

Terlaksana pencarian, 
pertolongan dan evakuasi 
Korban bencana 

Jumlah Korban yang berhsil 
ditemukan, ditolong, dan 
dievakuasi perjenis kejadian 
bencana 

6.691 
 orang 

6.691 
orang 

100% 

 d. Sub kegiatan Aktivasi 
Sistem Komando 
Penanganan Darurat  
bencana 

Terlaksananya koordinasi 
Sistem komando oleh 
pusdalops penanggulangan 
Bencana dalam penyiapan 
Petugas penanganan  darurat 
bencana 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Aktivasi sistem Komando 
Darurat Bencana 1 

Laporan 
1 

Laporan 
100% 

B. 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah  

Meningkatnya efektivitas 
manajemen dan pelaporan 
kinerja Badan 
penanggulangan 
Bencana Daerah 

Nilai LKjIP Perangkat 
Daerah 

79,60 

 
 

79,60 

 
 

100% 

1 

 Kegiatan perencanaan, 
Penganggaran, dan   
Evaluasi Kinerja  
Perangkat Daerah 

 Terselesaikannya dokumen 
Perencanaan dan 
Penganggaran daerah 

Persentase terselesaikannya 
Dokumen Perencanaan dan 
Penganggaran Perangkat 
Daerah yang  tersusun   

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

   a. koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Terselesaikannya Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

14 
dokumen 

14 
dokumen 

100% 

 2.2  Administrasi 
Keuangan 

 Terselesaikannya Dokumen 
Administrasi Akuntansi, 
penatausahaan dan Pelaporan 
Keuangan Perangkat Daerah   

Persentase  terselesaikannya 
Dokumen Administrasi 
Akuntansi, penatausahaan 
dan Pelaporan Keuangan 
Perangkat Daerah yang 
tersusun 

100% 100% 100% 

  
 a. Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
 Terpenuhiya Gaji dan 
TunjanganASN 

Jumlah Orang yang 
menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

16 
 orang 

16 
orang 

 
100% 
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NO 
Program/ Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Sasaran Indikator Kinerja Target 

Realisa
si 

Capaian 
Kinerja (%) 

  
 b. Koordinasi dan 

Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

 Terselesaikannya Dokumen 
Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

Jumlah Dokumen Koordinasi 
dan Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD   

12 
dokumen 

12 
dokumen 

 
100% 

2.3 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat  Daerah 

Terpenuhinya Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah yang diadakan 

Persentase Pemenuhan 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah yang 
diadakan   

100% 100% 100% 

 a. Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Tersedianya Paket Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan  

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan    

35 
paket 

35 
paket 

100% 

2.4 Administrasi Umum 
Perangkat  Daerah 

Terpenuhinya Kebutuhan 
Sarana Prasarana untuk 
Pelaksanaan Administrasi 
Perkantoran yang diadakan 

Persentase Pemenuhan 
Kebutuhan Sarana prasarana 
untuk Pelaksanaan 
Administrasi 
Perkantoran yang  diadakan 

100% 100% 100% 

 a. Penyediaan  
komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Tersedianya Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor   

Jumlah Paket  Komponen 
Instalasi Listrik/Peneran 
gan BangunanKantor yang 
Disediakan 

1 
Paket 

1 
Paket 

100% 

   b. Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

 Tersedianya Paket Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor   

Jumlah Paket Peralatan  dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

2 unit 2 unit 100% 

 c. Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Tersedianya Paket Bahan 
Logistik Kantor   Tersedianya 

Jumlah Paket Bahan  logistik 
Kantor yang Disediakan   

7 paket 7 paket 100% 

 d. Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Tersedianya Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah Paket  Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
Yang Disediakan   

2 paket 2 paket 100% 

 e. Kegiatan Rapat-Rapat 
Kordinasi dan 
konsultasi  Keluar 
Daerah 

Terlaksananya Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaan Rapat 
Koordinasi dKonsultasi 
SKPD  

12 
laporan 

12 
laporan 

100% 

2.5 Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan  Pemerintah 
Daerah 

Tersedianya Barang Milik 
Daerah Penunjang  Urusan  
Pemerintah Daerah   

Persentase Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
penunjang  Urusan  
Pemerintah Daerah yang 
diadakan 

100% 100% 100% 

 a. Pengadaan Kendaraan 
Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Tersedianya Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
Yang Disediakan 

1 
Unit 

1 
Unit 

100% 

2.6 Penyediaan Jasa  
penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah   

Terpenuhinya kebutuhan jasa 
penunjang untuk pelaksanaan 
administrasi 
Perkantoran 

Persentase Pemenuhan 
Kebutuhan jasa penunjang 
Untuk pelaksanaan 
administrasi perkantoran 
yang diadakan 

100% 100% 100% 

 a. Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Tersedianya Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 

12 
Laporan 

12 
Laporan 

100% 

 b .Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Tersedianya Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor Yang Disediakan   

12 
Laporan 

12 
Laporan 

100% 

2.7 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan   

Terpeliharanya Sarana  
prasarana perkantoran  dalam 
keadaan baik 

Persentase Pemenuhan 
Sarana prasarana 
perkantoran yang dipelihara 
dan dalam keadaan baik 

100 100 100% 

 a. Penyediaanjasa 
pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan, dan 
pajak kendaraan 
perorangandinas atau 
kendaraan dinas 
jabatan 

Terlaksananya pemeliharaan 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
JAbatan  dan dibayarkan 
Pajaknya 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

1 Unit 1 Unit 100% 
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NO 
Program/ Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Sasaran Indikator Kinerja Target 

Realisa
si 

Capaian 
Kinerja (%) 

 b. Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Operasional/Lapangan 

Terlaksananya pemeliharaan 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan dan dibayarkan 
Pajaknya 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang  dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya   

16 unit 16 unit 100% 

 c. Pemeliharaan 
peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Terpeliharanya Peralatan dan 
Mesin Lainnya   

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang dipelihara   17 unit 17 unit 100% 

 d. Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Terpelihara nya GedungKantor 
dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/ Direhabilitasi   

1 unit 1 unit 100% 

 e.Pemeliharaan/rehabilita
si sarana dan 
prasarana pendukung 
gedung kantor atau 
bangunan lainnya 

Terlaksananya 
Pemeliharaan/rehabilitasi 
sarana dan prasarana 
pendukung gedung kantor atau 
bangunan lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

9 unit 9 unit 100% 

Sumber Data Sekretariat BPBD Kab.Jembrana 
 

Berdasarkan tabael diatas dapat dilihat bahwa sasaran kinerja untuk Kegiatan dan Sub 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 sudah seluruhnya dapat terealsiasi sesuai dengan 

target yang ditetapkan atau secara fisik sudah 100% kegiatan yang dilaksanakan dapat 

dilaksanakan. Secara lebih rinci untuk out put kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada uraian 

Kinerja dan Realisasi Anggaran dimasing-masing unit kerja, Sekretariat dan Bidang-Bidang pada 

BPBD Kabupaten Jembrana. Penjelasan dari Capaian Kinerja Indikator Program adalah sebagai 

berikut : 

a.  Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana 

Indikator kinerja program Penanggulangan Bencana dengan sasaran “Meningkatnya 

kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap  bencana” adalah sama dengan    

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, yaitu  Persentase cakupan penyebaran 

informasi dan edukasi rawan bencana. 

Capaian kinerja Program pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yaitu sebanyak 40.539 

orang sudah mendapatkan informasi dan edukasi rawan bencana, dari target penyebaran 

informasi dan edukasi rawan bencana yang ditetapkan sebanyak 40.539 orang, sebagaimana 

dapat dilihat pada penjelasan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

b. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana 

Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana adalah indikator kinerja yang 

mengukur efektivitas dan kecepatan BPBD dalam merespons bencana pada saat terjadi 

Tanggap DArurat Bencana dengan target ideal 100% kejadian tertangani. Capaian ini dihitung 

dari jumlah bencana yang ditangani, dievakuasi, dan diberikan bantuan dasar tepat waktu 

dibandingkan total kejadian bencana.  
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Pada tanggal 9 September 2025, wilayah Kabupaten Jembrana menetapkan Satus 

Tanggap Darurat Banjir yang disebabkan oleh curah hujan dengan intensitas tinggi yang 

berlangsung dalam waktu cukup lama. Kejadian ini mengakibatkan meluapnya sungai dan 

genangan air di sejumlah wilayah permukiman warga, sehingga berdampak pada kehidupan 

sosial dan aktivitas masyarakat.Banjir yang terjadi menimbulkan berbagai dampak, antara lain: 

1. Terendamnya rumah warga di beberapa desa. 

2. Terganggunya aktivitas masyarakat dan layanan publik. 

3. Kerusakan infrastruktur dasar dan fasilitas umum. 

4. Adanya warga yang harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. 

Dari kejadian tersebut sebanyak 6.259 KK terdampak dari 27 Desa/Kelurahan di 

Kabupaten Jembrana. Adapun kegiatan penanganan darurat bencana yang dilaksanakan oleh 

BPBD Kabupaten Jembrana : 

1. Melaksanakan Kaji Cepat Bencana dengan mengerahkan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan 

Bencana (TRC PB) dengan berkolaborasi dengan pihak Desa/Kelurahan, OPD terkait dan 

Instansi Vertikal terkait seperti TNI, POLRI, PMI, Basarnas dan Relawan. 

2. Melaksanakan evakuasi warga. 

3. Penanganan darurat untuk memperlancar akses lalulintas seperti penanganan pohon 

tumbang yang mengghalangi badan jalan di beberapa titik. 

4. Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan penetapan status tanggap darurat bencana banjir 

di Kabupaten Jembrana. 

5. Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Jembrana dengan SK 

Bupati Jembrana Nomor 335/BPBD/2025 pada tanggal 10 September 2025 selama 7 hari. 

6. Membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir di kabupaten Jembrana 

denan SK Bupati Jembrana Nomor 336/BPBD/2025. 

7. Langkah penanganan banjir di Kabupaten jembrana dilakukan dengan pola gotong royong 

melakukan pembersihan di beberapa titik sungai yang tertimbun sampah kayu seperti, 

sungai Kaliakah, sungai, Baluk, dilakukan juga pembersihan di rumah-rumah warga dan 

jalan umum yang dilanda banjir. 

8. Membuka donasi berupa barang yang akan disalurkan untuk warga terdampak. 

9. Pembentukan dapur umum untuk pemenuhan kebuthan dasar masyarakat ataupun untuk 

konsumsi gotong royong aparat dan masyarakat di 7 titik dapur umum yaitu, Pos Komando 

kantor BPBD, Kantor Lurah Loloan Barat, Pos Desa Budeng, Kantor Desa Pengambengan, 

Pos Kelapa balian Pengambengan, Pos Banyubiru, Bale Banjar Samblong Sangkaragung. 

10. Penyaluran Logistik pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak yang berasal dari donasi 

dan dana BTT. 

11. Melaksanakan pendistribusian air bersih untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

12. Melaksanakan pembersihan tanah longsor di desa penyaringan sebanyak 2 titik dengan 
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menggunakan alat berat. 

13. Melaksanakan pembersihan dan nomalisasi sungai yang mengalami pendangkalan ataupun 

tanggul jebol dan banyaknya sampah kayu diakibatka oleh banjir, sebanyak sungai kaliakah, 

Dam Banyubiru 2 kelurahan lelateng, Pangkung lampah Kelurahan Pendem, Saluran Irigasi 

desa Budeng, Perbikan tanggul jebol pada sungai Yeh Kuning. 

14. Setelah masa tabggap darurat selama 7 hari sudah berakhir sedangkan gangguan kehidupan 

dan penghidupan masyarakat masih dirasakan dan proses penanganan masih terus berlanjut 

maka Pemerintah kabupaten Jembrana memperpanjang penetapan Status Tanggap Darurat 

Bencana Banjir di Kabupaten Jembrana dengan SK Bupati Jembrana Nomor 

363/BPBD/2025 selama 7 hari lagi. 

15. Dilakukan pendataan kerusakan rumah warga, fasilitas umum, dan infrastruktur serta 

kerugian total untuk memperoleh data valid sebagai dasar untuk Rencana Rehabilitasi dan 

Rekontruksi. 

16. Setelah masa tanggap darurat telah berakhir dan gangguan kehidupan dan penghidupan 

masyarakat telah menurun eskalasinya maka Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan 

Status Transisi Darurat ke Pemulihan dengan SK Bupati Jembrana Nomor 375/BPBD/2025 

selama 30 hari. 

Tabel 3.16 

Rekapitulasi Permohonan Bantuan/Santunan Korban Bencana per Kecamatan 

No 

Data Warga TerdampakBanjir Saat TanggapDarurat 

Desa/Kelurahan 

Kecamatan 

Total Jembrana Melaya Mendoyo Negara 

1 Air Kuning 205       205 

2 Baler Bale Agung       227 227 

3 Baluk       557 557 

4 Banjar Tengah       336 336 

5 Banyubiru       46 46 

6 Batu Agung 33       33 

7 Budeng 96       96 

8 Cupel       35 35 

9 DanginTukadaya 28       28 

10 Dauhwaru 67       67 

11 Kaliakah       22 22 

12 Lelateng       302 302 

13 Loloan Barat       149 149 

14 Loloan Timur 608       608 

15 MendoyoDauhtukad     449   449 

16 Pendem 266       266 

17 Pengambengan       1919 1919 

18 Penyaringan     129   129 

19 Pohsanten     133   133 

20 Sangkaragung 335       335 

21 Tegal Badeng Barat       45 45 

22 Tegal Badeng Timur       118 118 

23 Tegal Cangkring     101   101 

24 Tukadaya   11     11 

25 Tuwed   12     12 

26 Warna Sari   2     2 
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No 

Data Warga TerdampakBanjir Saat TanggapDarurat 

Desa/Kelurahan 

Kecamatan 

Total Jembrana Melaya Mendoyo Negara 

27 Yeh Kuning 28       28 

 Total 1666 25 812 3756 6259 

Sumber Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab.Jembrana 

Seluruh korban terdampak bencana banjir pada saat tanggap darurat sebanyak 6.259 

jiwa seluruhnya telah mendapatkan pelayanan dan penanganan, maka persentase penanganan 

tanggap darurat telah mencapai 100%. 

c. Presentase Penanganan Pasca Bencana. 

Indikator kinerja program persentase penanganan pasca bencana adalah ukuran yang 

digunakan untuk menilai keberhasilan kegiatan penanganan pasca bencana yang dihitung 

berdasarkan jumlah kerusakan infrastruktur dan Korban akibat bencana yang berhasil 

dipulihkan/ditangani berbanding Jumlah seluruh kerusakan infrastruktur dan korban akibat 

bencana.  

Pada tahun 2025 terdapat 152 pengajuan permohonan penanganan kerusakan dan bantuan 

bagi korban bencana yang sebagian besar sebanyak 149 permohonan sudah dapat direalisisikan, 

sehingga capain kinerja pada penanganan pasca bencana adalah 149/152 x 100% = sebesar 

98,03%. Terdapat 3 (tiga)  proposal permohonan yang belum terealisasi antara lain sebanyak 2 

(dua) buah karena keterbatasan waktu penyelesaian an. I Ketut Narma, Desa Pohsanten 

(Halaman rumah longsor ) dan Jegog Suar Agung Sangkaragung (bangunan tempat jegog roboh). 

Sedangkan 1 (satu)  Proposal tidak memenuhi persyaratan karena lahan rumah bukan Hak Milik.  

Tabel 3.17 

Rekapitulasi Jumlah Permohonan Bantuan/Santunan Korban Bencana 

NO PROPOSAL KAB PROV 
DONASI/TANGGAP 
DARURAT BANJIR 

JUMLAH 

1 Santunan 
-Meninggal Dunia 
-Luka Berat 
-Penguatan Ekonomi 

 
7 
- 

20 

 
- 
- 

53 

2 
- 
- 

9 
- 

73 

2 Sarana Prasarana Perekonomian 2 2 19  23 

3 Rumah Masyarakat 9 12 8 29 

4 Fasilitas Umum - 1 1 2 

5 Tempat Suci/Ibadah 3 7 6 16 

 JUMLAH 41 75 36 152 
Sumber Data Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPBD Kab.Jembrana (nama-nama penerima terlampir) 

3.2. Realisasi Anggaran 

Untuk mendukung pencapaian Tujuan Organisasi dan Sasaran strategis dilaksanakan 

melalui 2 (Dua) Program dengan 26 (Dua Puluh Enam) sub kegiatan yaitu : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 7 (Tujuh) 

kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dengan pelaksana teknis kegiatan berada pada 

Sekretariat BPBD Kabupaten Jembrana. 
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2. Program Penanggulangan Bencana yang terdiri dari 3 (Tiga) Kegiatan dan 10 (Sepuluh) sub 

kegiatan, sebagai berikut :   

Tabel 3.18 

Realisasi Anggaran Fisik dan Keuangan  Tahun 2025 

No NAMA  KEGIATAN PAGU BELANJA 
REALISASI 

KEUANGAN (Rp) 
 

PRESENTASE 
(%) SISA  PAGU (Rp) 

Fisik Keu 

A 
 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH 

3.313.689.652,00 3.089.088.835,56 93,22 93,22 224.600.816,44 

1 
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

1.866.000,00 1.645.500,00 100,00 88,18 220.500,00 

a 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 

1.866.000,00 1.645.500,00 100,00 88,18 220.500,00 

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.502.271.602,00 2.430.215.094,00 100,00 97,12 72.056.508,00 

a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  2.497.839.602,00  2.427.156.994,00 100,00 97,17 70.682.608,00 

b Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD         4.432.000,00  3.058.100,00 100,00 69,00 1.373.900,00 

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.750.000,00 8.741.250,00 100,00 99,90 8.750,00 

a 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

8.750.000,00 8.741.250,00 100,00 99,90 8.750,00 

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 158.319.850,00 128.574.176,00 100,00 81,21 29.745.674,00 

a 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan kantor 

        3.980.000,00  2.740.400,00 100,00 68,85 1.239.600,00 

b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         2.000.000,00  1.509.600,00 100,00 75,48 490.400,00 

c Penyediaan Bahan Logistik Kantor       73.792.700,00  69.159.973,00 100,00 93,72 4.632.727,00 

d Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan         1.587.150,00  1.119.540,00 100,00 70,54 467.610,00 

e 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

      76.960.000,00  54.044.663,00 100,00 70,22 22.915.337,00 

5 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

151.200.000,00 150.600.000,00 100,00 99,60 600.000,00 

a 
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

    151.200.000,00  150.600.000,00 100,00 99,60 600.000,00 

6 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

301.858.200,00 200.639.490,00 100,00 66,47 101.218.710,00 

a Penyediaan Jasa Surat Menyurat         1.920.000,00  1.920.000,00 100,00 100,00 0,00 

b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor     299.938.200,00  198.719.490,00 100,00 66,25 101.218.710,00 

7 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

189.424.000,00 168.673.325,56 100,00 89,05 20.750.674,44 

a 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 
Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan 

      17.907.500,00  17.082.245,00 100,00 95,39 825.255,00 

b 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemelihaaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan   

    131.826.500,00  114.984.504,00 100,00 87,22 16.841.996,00 

c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya      31.790.000,00  29.212.455,00 100,00 91,89 2.577.545,00 

d 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

        5.400.000,00  5.240.721,56 100,00 97,05 159.278,44 

e 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

        2.500.000,00  2.153.400,00 100,00 86,14 346.600,00 

B  PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 825.235.680,00 700.995.261,00 100,00 84,94 124.240.419,00 

1 
Pelayanan Informasi Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

20.863.000,00 13.768.845,00 100,00 66,00 7.094.155,00 

a 
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis 
Bencana) 

      20.863.000,00  13.768.845,00 100,00 66,00 7.094.155,00 

2 
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

633.992.680,00 566.261.615,00 100,00 89,32 67.731.065,00 

a 
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 
kabupaten/kota 

20.530.000,00 16.825.957,00 100,00 81,96 3.704.043,00 

b 
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 
kabupaten/kota 

                   
6.130.000,00  

5.250.750,00 100,00 85,66 879.250,00 
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No NAMA  KEGIATAN PAGU BELANJA 
REALISASI 

KEUANGAN (Rp) 
 

PRESENTASE 
(%) SISA  PAGU (Rp) 

Fisik Keu 

c 
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana 
Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota 

               
384.298.000,00  

336.600.000,00 100,00 87,59 47.698.000,00 

d 
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 
Kabupaten/Kota 

               
156.092.680,00  

144.786.735,00 100,00 92,76 11.305.945,00 

e 
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 

                 
66.942.000,00  

62.798.173,00 100,00 93,81 4.143.827,00 

3 
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 
Bencana 

               
170.380.000,00  

120.964.801,00 100,00 71,00 49.415.199,00  

a 
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa 
Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas  

                 
36.085.000,00  

33.364.801,00 100,00 92,46 2.720.199,00 

b Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota         1.550.000,00  1.550.000,00 100,00 100,00 0,00 

c 
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban 
Bencana Kabupaten/Kota 

    132.400.000,00  86.050.000,00 100,00 64,99 46.350.000,00 

d 
Aktivitas Sistem  Komando Penanganan Darurat 
Bencana 

           345.000,00  0,00 100,00 0,00 345.000,00 

 
J U M L A H 4.138.925.332,00 3.790.084.096,56 100% 91,57 348.841.235,44 

Suber data LRA BPBD Tahun 2025 

Dari  total anggaran yang dialokasikan sebesar  Rp. 4.138.925.332,00,- terealisasi  pada  

tahun  2025  sebesar  Rp.3.790.084.096,56 atau 91,57%. Realisasi pada tahun ini lebih rendah 

dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 98,14%. Walaupun demikian, secara fisik realisasi 

kegiatan sudah mencapai 100%, artinya seluruh kegiatan yang direncanakan sudah dapat 

dilaksanakan denga baik dan lancar. Adapun silpa yang terjadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya 

akibat selisih penawaran harga dari penyedia serta sisa volume belanja sebagai bentuk efisiensi 

pengadaan yang  memang tidak direalisasikan karena target pelaksanaan kegiatan sudah dapat 

dipenuhi. 

3.2.1 Sekretariat 

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana menyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKJIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan 

selama Tahun Anggaran 2025. Sekretariat memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Jembrana melalui pelayanan administrasi 

perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta urusan umum dan ketatausahaan. Sekretariat adalah 

terwujudnya pelayanan administrasi yang tertib, efektif, dan akuntabel guna mendukung 

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Jembrana. Sasaran yang ingin dicapai 

adalah meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan pelayanan internal. Dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya, Sekretariat BPBD Kabupaten Jembrana melaksanakan satu program yaitu 

“Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”. Program ini bertujuan untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD melalui penyediaan layanan administrasi dan 

operasional perkantoran. 
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Selama Tahun Anggaran 2025, seluruh subkegiatan dalam Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Realisasi belanja 

operasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, 

pelayanan kepegawaian, serta urusan umum dan ketatausahaan. Pelaksanaan program dan 

subkegiatan tersebut secara umum berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap 

kelancaran penyelenggaraan tugas BPBD Kabupaten Jembrana. Berikut tabel realisasi program dan 

kegiatan pada Sekretariat BPBD Kabupaten Jembrana. 

Tabel 3.19 

 Realisasi Belanja Operasi pada Sekretariat 

No NAMA  KEGIATAN PAGU BELANJA 
REALISASI 

KEUANGAN (Rp) 
 

PRESENTASE 
(%) SISA  PAGU (Rp) 

Fisik Keu 

A 
 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH 

3.313.689.652,00 3.089.088.835,56 100,00 93,22 224.600.816,44 

1 
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

1.866.000,00 1.645.500,00 100,00 88,18 220.500,00 

a 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 

1.866.000,00 1.645.500,00 100,00 88,18 220.500,00 

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.502.271.602,00 2.430.215.094,00 100,00 97,12 72.056.508,00 

a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  2.497.839.602,00  2.427.156.994,00 100,00 97,17 70.682.608,00 

b Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD         4.432.000,00  3.058.100,00 100,00 69,00 1.373.900,00 

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.750.000,00 8.741.250,00 100,00 99,90 8.750,00 

a 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

8.750.000,00 8.741.250,00 100,00 99,90 8.750,00 

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 158.319.850,00 128.574.176,00 100,00 81,21 29.745.674,00 

a 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan kantor 

        3.980.000,00  2.740.400,00 100,00 68,85 1.239.600,00 

b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         2.000.000,00  1.509.600,00 100,00 75,48 490.400,00 

c Penyediaan Bahan Logistik Kantor       73.792.700,00  69.159.973,00 100,00 93,72 4.632.727,00 

d Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan         1.587.150,00  1.119.540,00 100,00 70,54 467.610,00 

e 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

      76.960.000,00  54.044.663,00 100,00 70,22 22.915.337,00 

5 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

151.200.000,00 150.600.000,00 100,00 99,60 600.000,00 

a 
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

    151.200.000,00  150.600.000,00 100,00 99,60 600.000,00 

6 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

301.858.200,00 200.639.490,00 100,00 66,47 101.218.710,00 

a Penyediaan Jasa Surat Menyurat         1.920.000,00  1.920.000,00 100,00 100,00 0,00 

b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor     299.938.200,00  198.719.490,00 100,00 66,25 101.218.710,00 

7 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

189.424.000,00 168.673.325,56 100,00 89,05 20.750.674,44 

a 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 
Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan 

      17.907.500,00  17.082.245,00 100,00 95,39 825.255,00 

b 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemelihaaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan   

    131.826.500,00  114.984.504,00 100,00 87,22 16.841.996,00 

c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya      31.790.000,00  29.212.455,00 100,00 91,89 2.577.545,00 

d 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

        5.400.000,00  5.240.721,56 100,00 97,05 159.278,44 

e 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

        2.500.000,00  2.153.400,00 100,00 86,14 346.600,00 

 
J U M L A H 3.313.689.652,00 3.089.088.835,56 100,00 93,22 224.600.816,44 

Sumber LRA BPBD Kab. Jembrana 
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Penjelasan tentang tabel diatas adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi 

kinerja SKPD Realisasi Fisik 100% dan Keuangan 88,18% hal tersebut dikarenakan adanya 

negosiasi saat pengamprahan belanja. Target 14 laporan sudah terselesaikan seluruhnya 

dengan baik antara lain Laporan Capaian Kinerja SKPD Bulanan, Laporan Capaian Kinerja 

SKPD Triwulan, Laporan Kinerja Tahunan SKPD, Laporan Kinerja Semesteran, Laporan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja Program, Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kegiatan, Laporan 

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja SKPD, Laporan Analisis Capaian Indikator Kinerja 

Utama (IKU), Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Laporan Kesesuaian Target dan 

Realisasi Kinerja, Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja, Laporan Dukungan Data 

Kinerja untuk LAKIP/SAKIP, Laporan Sinkronisasi Capaian Kinerja dengan Dokumen 

Perencanaan dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Antar Bidang/Sub Unit 

2.  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Realiasasi Fisik 100% untuk membiayai 

GAji dan Tunjangan ASN (PNS dan P3K) sebanyak 16 orang. Sedangkan Realisasi Keuangan 

97,17% hal tersebut dikarenakan adanya sisa pada gaji pokok karena ada ASN yang pensiun 

pada pertengahan tahun  

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dari target 12 Dokumen, 

seluruhnya sudah dapat diselesaikan Fisik 100% sedagkan Realisasi Keuangan sebesar 

69,00%, yang diakibatkan oleh penawaran harga dari penyedia . Adapaun dokumen yang 

tersedia yaitu Dokumen Laporan Realiasasi Anggaran SKPD (LRA), Dokumen Neraca 

SKPD, Dokumen Laporan Operasional (LO) SKPD, Dokumen Laporan Perubahan Ekuitas 

(LPE), Dokumen Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) SKPD, Dokumen Jurnal 

Akuntansi, Dokumen Buku Besar dan Buku Pembantu, Dokumen Rekonsiliasi Keuangan 

SKPD, Dokumen Register SP2D dan SPJ, Dokumen Laporan Aset Tetap dan Inventaris 

BMD, Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Keuangan serta Dokumen 

Arsip dan Database Akuntansi SKPD 

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Realisasi Fisik 

100% untuk pengadaan Rompi untuk 35 orang Tim Jitupasna. Sedangkan Realisasi Keuangan 

sebesar 99% hal tersebut dikarenakan pada pengamparahan belanja terdapat negosiasi harga. 

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor berupa 

tersedianya 1 (satu) paket Komponen kelistrikan sebanyak satu paket dan usdah teralisasi 

100%. Realisasi Keuangan 68,85% hal tersebut dikarenakan adanya negosiasi harga.  
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b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa tersedianya peralatan 

penanggulangan bencana berupa suku cadang Chainsaw sebanyak 2 unit dan sudah teralisasi 

100%. Sedangkan Realisasi Keuangan sebesar 75,48% hal tersebut dikarenakan pada 

pengamprahan belanja terdapat negosiasi.  

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan 7 paket kebutuhan 

kantor seperti Alat Tulis Kantor yang sudag terealisasi Fisik 100%. Sedangkan Realisasi 

Keuangan sebesar 93,72%, yang  dikarenakan pada pengamparahan belanja terdapat negosiasi 

belanja.  

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa pencetakan buku laporan 

sebanyak 2 paket yang sudah teralisasi Fisik 100%.  Sedangkan  Realisasi Keuangan 70,54%, 

hal tersebut dikarenakan pada pengamparahan belanja terdapat negosiasi harga. 

e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Realisasi Fisik 100% 

dengan Realisasi Keuangan 70,22% hal tersebut dikarenakan adanya sisa pagu perjalanan 

dinas luar daerah luar provinsi.  

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa 

sewa kendaraan Dinas untuk Kepala SKPD yang sudah teralisasi Fisik 100% sebanyak 1 

(satu) unit. Sedangkan Realisasi Keuangan 99%, hal tersebut dikarenakan pada 

pengamparahan belanja sewa kendaraan  terdapat negosiasi harga. 

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat berupa penyediaan 192 lembar materai yang 

sudah terealisasi Fisik 100%. Realisasi Keuangan juga 100% karena pada pembelian Materai 

tidak ada negosiasi harga.  

b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor berupa honor untuk tenaga kontrak 

yang masih dalam proses menjadi tenaga paruh waktu sebanyak 12 orang.  Realisasi Fisik 

sudah 100% dan Realisasi Keuangan 66,25%, hal tersebut dikarenakan adanya sisa anggaran 

belanja jasa tenaga kontrak (Tenaga kontrak ada yang resign). 

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan 

perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan  Realisasi Fisik 100% dan Keuangan 95,39% . 

Pada Sub ini hanya ada belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Kendaraan dinas jabatan 

sebanyak 1 (satu) unit. 

b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan 

kendaraan dinas operasional atau lapangan Realisasi Fisik 100% dan Keuangan 87,22% . 

Pada Sub ini terdapat belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada kendaraan Operasional 

Lapangan dan Service kendaraan roda 4 dan roda 2. 
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c. Sub Kegiatan Pemelihraan peralatan dan mesin lainnya Realisasi Fisik 100% sebanyak 59 

unit peralatan yang dapat dipelihara dengan realisasi Keuangan 91,89%. Pada Sub ini terdapat 

belanja service peralatan dan mesin yang dimiliki oleh BPBD dan tercatat di asset . 

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Realisasi Fisik 

100% dan Keuangan 97,05% . Pada Sub ini terdapat belanja pemeliharaan I (satu) unit 

gedung/kantor BPBD. 

e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan 

bangunan lainnya  Realisasi Fisik 100% dan Keuangan 86,14% . Pada Sub ini terdapat belanja 

service AC sebanyak 9 (Sembilan) unit. Sisa anggaran karena adanya penawaran harga dari 

penyedia. 

3.2.2 Bidang  Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 

 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jembrana aktif melakukan 

beberapa kegiatan pada Tahun 2025, diantaranya: 

1. Melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2025-

2029. 

2. Melakukan sosialisasi kesiapsiagaan skala lokal di tingkat Desa/Kelurahan, dan melakukan 

simulasi kebencanaan pada sekolah-sekolah dengan total jumlah sosialisasi dan simulasi 

sebanyak 39 kegiatan dengan total peserta 2455 orang. 

3. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang 

telah melatih peserta menjadi fasilitator dari 17 Desa yang ada di Kabupaten Jembrana dengan 

jumlah peserta sebanyak 50 orang. 

4. Melaksanakan kegiatan bimtek kesiapsiagaan bencana kepada TRC di BPBD Kabupaten 

Jembrana dengan jumlah peserta 35 orang, bekerja sama  dengan Yonif Mekanis 741 dalam hal 

Lokasi Bimtek dan Narasumber Bimtek. 

5. Melaksanakan program Gladi Kesiapsiagaan bencana Hidrometeorologi yang bersamaan 

dengan dilaksanakannya Apel Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Hidrometeorologi pada 

tanggal 5 November 2025, dengan total juumlah peserta 471 orang. 

6. Ikut melaksanakan giat penebangan dan pemangkasan pohon yang mengganggu kelancaran 

aktifitas masyarakat atau berpotensi membahayakan masyarakat sebagai bentuk pencegahan 

dan mitigasi bencana dengan total pohon yang dipangkas 62 pohon dan penebangan ada 195 

pohon dengan rincian sebagai berikut, pohon trembesi 15 pohon, pohon asem keranji 2 pohon, 

pohon mahoni 164 pohon, pohon angsana 9 pohon, pohon ketapang kencana 3 pohon, dan 

pohon cempaka sejumlah 2 pohon. 

7. Ikut melaksanakan vaksinasi rabies kepada hewan liar ataupun peliharaan pada 29 lokasi yang 

tersebar di Kabupaten Jembrana dengan total jumlah hewan tervaksin 7.984 ekor.  
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8. Melakukan pengumpulan data dan penginputan data IndeksKetahan Daerah (IKD) sebagai 

dasar penilaian Indeks Resiko Bencana (IRB) Tahun 2025 dengan hasil mengalami kenaikan 

dari tahun sebelumnya yakni 0,62 menjadi 0,65. 

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdapat empat (4) Sub Kegiatan 

yang dijalankan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Perangkat Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana pada Tahun 2025, yang memiliki total 

anggaran sebesar Rp. 654.855.680,- dengan realisasi keuangan sebesar 88,57% atau sebesar 

Rp.580.030.460,00,- dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.20 

Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

No Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi 
Persentase % 

Sisa PAGU 
Fisik Keu 

1 
Pelayanan Informasi Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

20.863.000,00 13.768.845,00 100,00 66,00 7.094.155,00 

a 
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 

      20.863.000,00  13.768.845,00 100,00 66,00 7.094.155,00 

2 
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

633.992.680,00 566.261.615,00 100,00 89,32 67.731.065,00 

a 
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana kabupaten/kota 

20.530.000,00 16.825.957,00 100,00 81,96 3.704.043,00 

b Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota         6.130.000,00  5.250.750,00 100,00 85,66 879.250,00 

c 
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana 
Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota 

    384.298.000,00  336.600.000,00 100,00 87,59 47.698.000,00 

d 
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 
Kabupaten/Kota 

               
156.092.680,00  

144.786.735,00 100,00 92,76 11.305.945,00 

e 
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 

                 
66.942.000,00  

62.798.173,00 100,00 93,81 4.143.827,00 

 
JUMLAH 654.855.680,00 580.030.460,00 100,00 88,57 74.825.220,00 

Sumber Data LRA pada Sekretariat BPBD Kab.Jembrana 

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, terdiri dari satu sub kegiatan 

yaitu : 

a.  Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per 

Jenis Bencana). 

Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana dilaksanakan di lima (5) 

sekolah yang ada di Kabupaten Jembrana, antara lain SMP Negeri 1 Pekutatan, SMP Negeri 1 

Mendoyo, SMP Negeri 5 Negara, SMP Negeri 6 Negara, dan SMP Negeri 2 Melaya. Total 

jumlah peserta 60 orang pada masing-masing sekolah dan berlangsung mulaidari Tanggal10 

Juni 2025 s/d 16 Juni 2025. Untuk alokasi anggaran pada Sub Kegiatan Sosialisasi, 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2025 

adalah Rp.20.863.000,- dengan Realisasi keuangan tercapai sebesar Rp. 13.768.845 (66%). 

Kegiatan dapat diselesaikan sepenuhnya (realisasi fisik 100%) dimana target jumlah warga 

negara yang menjadi sasaran sosialisasi tatap muka yang bersumber dari APBD sudah dapat 

terpenuhi sebanyak 585 orang.  Anggaran yang belum terpakai pada Belanja makan minum 

kegiatan lapangan. dengan sisa anggaran sebesa Rp.7.094.155. Rendahnya realisasi angaran 
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diakibatkan oleh tidak direalisasikannya makan minum pada kegiatan Sosialisasi dibeberapa 

sekolah-sekolah karena berbarengan dengan pemberian program Makan Bergizi Gratis 

(MBG).  

2.  Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

kabupaten/kota. 

Pengadaan peralatan sangat dibutuhkan untuk menghadapi bencana, seperti peralatan 

evakuasi, peralatan pertolongan pertama, dan peralatan lainnya. Adapaun peralatan yang 

diadakan yaitu Batere Charge Senter Kepala sebanyak 90 bh, Katrol Manual sebanyak 1 unit, 

terpal kecil sebanyak 15 buah, sarung tagan rescue 30 set, dan tali karamantel sebanyak 1 

(satu) buah. Anggaran sebesar Rp. 20.530.000,-.  dengan Realisasi sebesar Rp. 16.825.957,- 

atau 81,96% dengan sisa anggaran Rp. 3.704.043,-  Peralatan yang diadakan dapat 

direalisasikan 100%. Sisa anggaran diakibatkan oleh selisih penawaran harga yang dilakukan 

oleh penyedia barang. 

b. Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota.  

Pelaksanaan kegiatan Gladi Kesiapsiagaan dilakukan bersamaan dengan Apel 

Kesiapsiaagaan Bencana Hidrometeorologi yang dilanjutkan dengan Gelar Peralatan yang 

dilaksanakan pada tanggal 5 November. Kegiatan dihadiri oleh Seluruh Jajaran Forkopinda 

dan melibatkan personil dari Kepolisian, TNI,  Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah tekait, 

lembaga adat serta lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Jembrana. 

Kegiatan secara fisik terealisasi 100% dengan target personil yang mengikuti gladi gelar 

peralatan sebanyak 471 orang dengan alokasi anggaran sebesar  Rp.6.130.000,- Sedangkan 

realisasi  keuangan sebesar Rp. 5.250.750 atau  85,66% dengan sisa anggaran Rp.879.250,- 

diakibatkan oleh efisiensi volume dari pengadaan makan minum yang tidak direalisasikan 

karena kegiatan sudah selesai dilaksanakan.  

c. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 

Berupa gaji bagi 22 orang  Tenaga P3K Paruh Waktu Penanggulangan Bencana pada 

BPBD Kabupaten Jembrana yang sudah dapat direalisasikan seluruhnya (100%). Anggaran 

dialokasikan sebesar Rp. 384.298.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 336.600.000,- atau 

87,59% tersisa sebesar Rp. 47.698.000,- yang diakibatkan oleh adanya tenaga Kontrak yang 

tidak lolos sebagai P3K paruh waktu sebanyak 4 orang dan yang mengundurkan diri sebanyak 

1 orang. 

d.  Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota. 

Berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai 

Nilai Sejarah/Budaya berupa penyusunan atau pembuatan dokumen RPB, yang bekerjasama 

dengan Pihak Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Alokasi Angaran sebesar 
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Rp.156.092.680,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 144.786.735 atau 92,76% dengan 

sisa anggaran Rp. 11.305.945. Kegiatan sudah terealisasi 100% dengan diselesaikan 1 (satu) 

dokumen Rencana Penanggulangan Bencana  Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029, dan 

selanjutnya akan dilakukan proses legalisasi dalam bentuk Peraturan Bupati. 

e.  Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota. 

Dilaksanakan 2 (dua) Jenis Kegiatan yaitu ; 1) Bimbingan Teknis Peningkatan 

Kapasitas Tim Rekasi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Jembrana dan 2) Bimbingan Teknis Fasilitator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. 

Bimtek TRC merupakan kegiatan pelatihan bagi Staff TRC BPBD Kabupaten Jembrana guna 

meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kesiapsiagaan personel Tim Reaksi Cepat dalam 

menghadapi dan merespons bencana secara efektif. Kegiatan Bimtek dilaksanakan bekerja 

sama dengan  Yonif Mekanis 741 yang dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari, dari Tanggal 10-12 

November 2025 dan diikuti oleh 35 orang TRC dan Staff dari BPBD KabupatenJembrana.  

 Sedangkan Bimbingan Teknis Fasilitator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dilaksanakan 

untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepadamasyarakat Desa/Kelurahan tentang 

manajemen penanggulangan bencana, membentuk masyarakat mandiri dalam menghadapi 

bencana. Fasilitator desa ini nantinya akan melakukan pembinaan relawan-relawan tingka 

Desa/Kelurahan supaya lebih Tanggap, Tangkas dan Tangguh dalam menghadapi bencana. 

Kegiatan Bimtek dilaksanakan di Gedung Jimbarwana Lt. II Pemkab Jembrana selama 3 

(Tiga) hari, dari Tanggal 28 Oktober s/d 30 Oktober 2025. Peserta Bimtek terdiri dari 17 

(Tujuh Belas) Desa/Kelurahan dengan total peserta 50 (Lima Puluh) orang, yang masing-

masing Desa/Kelurahan mengirimkan 3 (Tiga) orang sebagai fasilitator. 

 Kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dengan realisasi fisik 100%. Alokasi anggaran 

pada sebesar  Rp. 66.942.000,- dengan realisasi keuangan tercapai sebesar Rp.61.410.673 atau 

91,74% dan sisa anggaran sebesar Rp. 5.531.327 yang diakibatkan oleh sisa harga  penawaran 

dari penyedia barang dan jasa. 

3.2.3 Bidang Kedaruratan dan Logistik Kebencanaan  

Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, meliputi :  

a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya; 

b. penetapan status keadaan darurat bencana; 

c. penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana; 

d. pemenuhan kebutuhan dasar; 

e. pelindungan terhadap Kelompok Rentan; dan 

f. pemulihan dengan segera prasaiana dan sarana vital. 
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Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Tahun 2025 

terdapat empat (4) Sub Kegiatan yang dijalankan Bidang Kedaruratan dan Logitik 

dengan total anggaran sebesar Rp.170.380.000,-. dengan realisasi keuangan 

Rp.120.964.801,- atau 71%, sebagai berikut : 

Tabel 3.21 

Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik 

No Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi 
Persentase % 

Sisa PAGU 
Fisik Keu 

1 
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 
Bencana 

   170.380.000,00  120.964.801,00 100,00 71,00 49.415.199,00  

a 
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa 
Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas  

    36.085.000,00  33.364.801,00 100,00 92,46 2.720.199,00 

b Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota        1.550.000,00  1.550.000,00 100,00 100,00 0,00 

c 
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban 
Bencana Kabupaten/Kota 

   132.400.000,00  86.050.000,00 100,00 64,99 46.350.000,00 

d 
Aktivitas Sistem Komando Penanganan Darurat 
Bencana 

           
345.000,00  

0,00 100,00 0,00 345.000,00 

 
J U M L A H 170.380.000,00 120.964.801,00 100,00 71,00 49.415.199,00  

a. Pada Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis 

Prioritas, Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Tahun 2025 telah melaksanakan 

Kegiatan sebagai berikut : 

1. Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Penanggulangan Rabies di Kabupaten 

Jembrana dengan melibatkan Instansi terkait untuk percepatan capaian vaksinasi 

HPR dan Kontrol Populasi HPR, selain itu Tim juga melakukan rapat evaluasi 

rutin terkait pelaporan penanggulangan rabies di Kabupaten Jembrana. 

2. Hasil pelaksanaan vaksinasi HPR sebanyak 29.379 ekor di Kabupaten Jembrana 

dari total estimasi populasi HPR sebanyak 41.125 ekor, dari perhitungan tersebut 

terdapat cakupan persentase sebanyak 66%. 

3. Pelaksanaan Kontrol Populasi HPR dengan cara eliminasi yang dilakukan oleh 

Tim Penanggulangan Rabies Kabupaten Jembrana sebanyak 83 ekor. 

Berdasarkan data kasus rabies di kabupaten Jembrana pada tahun 2025, 

sebagai berikut : 

1. terdapat 3 orang Meninggal Dunia (MD) akibat Suspect Rabies.  

2. Jumlah Gigitan HPR Sebanyak 6.264 Kasus 

3. Hewan Penular Rabies HPR yang Terkonfirmasi Positif sebanyak 116 Ekor 

4. Penggunaan Vaksin Anti Rabis (VAR) sebanyak 13,623 vial 

Untuk alokasi anggaran pada Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar 

Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Tahun 2025 adalah Rp.36.085.000,00. 

Adapun pelaksanaan fisik sudah mencapai 100%. Sedangkan Realisasi keuangan 

tercapai sebesar Rp. 33.364.801,- atau sebesar (92,46%) dengan sisa anggaran 

sebesar Rp. 2.720.199,- 

b. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota  
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Pada sub kegiatah ini BPBD Kab.Jemrbana melakukan siaga 24 jam setiap 

hari, 7 hari selama seminggu, (24/7) dengan terbentuknya TIM Reaksi Cepat 

Penanggulangan Bencana (TRC PB) dan Pusat Pengendalian Operasi 

Penanggulangan Bencana (Pusdalos PB).  Tim dibagi menjadi 3 regu jaga dengan 

masing-masing jam kerja 12 jam. Masing-masing regu terdiri dari 5 orang personil 

TRC dan 2 orang personil Pusdalops.  

Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana 

Kabupaten/Kota Tahun 2025 adalah sebesar Rp.1.550.000,-yang dipergunakan 

dalam rangka Rapat penetapan status Tanggap Darurat Bencana Banjir yang terjadi 

di Kabupaten Jembrana.  Kegiatan  sudah terlaksana mencapai 100% dengan 

Terbitnya SK Bupati No.355/BPBD/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana 

Banjir. Realisasi keuangan mencapai 100% atau sebesar Rp.1.550.000,-. 

Dengan adanya Status “Tanggap Darurat Becana” selanjutnya penanganan 

bencana menggunakan dana BTT yang dipergunakan untuk Operasional kegiatan, 

Pemenuhan Kebutuhan dasar (Sembako) bagi korban bencana serta pemulihan 

sarana prasarana umum yang terganggu fungsinya akibat bencana. 

Tabel.3.22 

Laporan Realisasi Dana BTT  

Operasional Kegiatan dan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Banjir 

NO URAIAN 

ANGGARAN REALISASI 

SISA 
VOL SAT 

HARGA 
SATUAN 

PAGU  VOL.  SAT 
 HARGA 
SATUAN  

 KEU   (%)  

I DAPUR UMUM DI BPBD               
 

  Beras 
500 kg 

         
15.000  

            
7.500.000  

             
300  

kg 
             

15.000  
             

4.500.000  60,00% 3.000.000 

  Daging Ayam 
100 kg 

         
32.000  

            
3.200.000  

             
100  

kg 
             

32.000  
             

3.200.000  100,00% - 

  Telor ayam ras 
800 butir 

            
3.000  

            
2.400.000  

             
780  

butir 
               

3.000  
             

2.340.000  97,50% 60.000 

  Mie Ayam Telor 
1200 butir 

            
2.500  

            
3.000.000  

         
1.200  

butir 
               

2.500  
             

3.000.000  100,00% - 

  Minyak Goreng 
50 liter 

         
20.000  

            
1.000.000  

               
50  

liter 
             

20.000  
             

1.000.000  100,00% - 

  Bawang Putih 
10 kg 

         
40.000  

                
400.000  

               
10  

kg 
             

40.000  
                 

400.000  100,00% - 

  Bawang Merah 
15 kg 

         
35.000  

                
525.000  

               
15  

kg 
             

35.000  
                 

525.000  100,00% - 

  lombok besar 
15 kg 

         
60.000  

                
900.000  

               
15  

kg 
             

60.000  
                 

900.000  100,00% - 

  lombok kecil 
5 kg 

       
100.000  

                
500.000  

                 
4  

kg 
           

100.000  
                 

400.000  80,00% 100.000 

  Sayur hijau 
250 ikat 

            
8.000  

            
2.000.000  

             
200  

ikat 
               

8.000  
             

1.600.000  80,00% 400.000 

  wortel 
50 kg 

         
18.000  

                
900.000  

               
30  

kg 
             

18.000  
                 

540.000  60,00% 360.000 

  Gas 12 Kg 
10 buah 

       
165.000  

            
1.650.000  

               
10  

buah 
           

165.000  
             

1.650.000  100,00% - 

  
Kertas Minyak isi 
250 Lembar 

75 Pack 
         

53.900  
            

4.042.500                 
25  

Pack              
53.900  

             
1.347.500  33,33% 2.695.000 

  
Air Mineral gelas 
220 Ml 

125 dus 
         

35.000  
            

4.375.000  
               

25  
dus 

             
35.000  

                 
875.000  20,00% 3.500.000 

  gula merah 
5 kg 

         
25.000  

                
125.000  

                 
5  

kg 
             

25.000  
                 

125.000  100,00% - 

  gula pasir 
5 kg 

         
15.000  

                  
75.000  

                 
5  

kg 
             

15.000  
                   

75.000  100,00% - 
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NO URAIAN 

ANGGARAN REALISASI 

SISA 
VOL SAT 

HARGA 
SATUAN 

PAGU  VOL.  SAT 
 HARGA 
SATUAN  

 KEU   (%)  

  Kecap manis 
15 botol 

         
20.000  

                
300.000  

               
15  

botol 
             

20.000  
                 

300.000  100,00% - 

  Saus Tomat 
15 botol 

         
15.000  

                
225.000  

               
15  

botol 
             

15.000  
                 

225.000  100,00% - 

  Tempe 
250 buah 

            
5.000  

            
1.250.000  

             
230  

buah 
               

5.000  
             

1.150.000  92,00% 100.000 

  garam meja 1 kg 
10 bks 

         
15.000  

                
150.000  

                 
6  

bks 
             

15.000  
                   

90.000  60,00% 60.000 

  JUMLAH       
          

34.517.500        
           

24.242.500  70,23% 10.275.000 

                      
 

II 
Nasi Bungkus + 
Air  2000 bks 

         
20.000  

          
40.000.000  

             
823  BKS 

             
20.000  

           
16.460.000  41,15% 23.540.000 

                      
 

DAPUR UMUM POSKO DESA/KELURAN               
 

III Beras 700 kg 
         

15.000  
          

10.500.000  
             

160  kg 
             

15.000  
             

2.400.000  22,86% 8.100.000 

  telur ayam ras 1150 butir 
            

3.000  
            

3.450.000  
             

540  butir 
               

3.000  
             

1.620.000  46,96% 1.830.000 

  Mie Ayam Telor 3000 butir 
            

2.500  
            

7.500.000  
             

800  butir 
               

2.500  
             

2.000.000  26,67% 5.500.000 

  Minyak Goreng 35 Liter 
         

20.000  
                

700.000  
                 

8  Liter 
             

20.000  
                 

160.000  22,86% 540.000 

  Bawang Putih 35 kg 
         

40.000  
            

1.400.000  
                 

8  kg 
             

40.000  
                 

320.000  22,86% 1.080.000 

  Bawang Merah 35 kg 
         

35.000  
            

1.225.000  
               

16  kg 
             

35.000  
                 

560.000  45,71% 665.000 

  lombok besar 35 kg 
         

60.000  
            

2.100.000  
                 

8  kg 
             

60.000  
                 

480.000  22,86% 1.620.000 

  lombok kecil 35 kg 
       

100.000  
            

3.500.000  
                 
5  kg 

           
100.000  

                 
450.000  12,86% 3.050.000 

  JUMLAH       
          

30.375.000        
             

7.990.000  26,30% 22.385.000 

IV Bantuan Paket Beras            
 

  -Beras Kg 1500 kg 
         

15.000  
          

22.500.000  
                
-    0 

                      
-    

                             
-    0,00% 22.500.000 

                      
 V BBM Pendistribusian Air Bersih/Kegiatan Tanggap Darurat.             
 

  Dexlite 315 liter 
         

19.000  
            

5.985.000  
             
269  liter 

             
13.600  

             
3.661.800  61,18% 2.323.200 

  DEX          
               
30    

             
13.850  

                 
415.500    

 

  Pertamax 63 liter 
         

14.500  
                

913.500  
               
62  liter 

             
12.200  

                 
750.300  82,13% 163.200 

  JUMLAH       
            

6.898.500        
             

4.827.600  69,98% 2.070.900 

VI Belanja Jasa Sewa            
 

  Sewa Excavator 5 Jam 
       

500.000  
            

2.500.000  5 Jam 
           
500.000  

             
2.500.000  100,00% - 

  excavator keci       
                            

-              
 

  
Sewa Angkut alat 
Berat 1 Kali 

   
3.000.000  

            
3.000.000  1 Kali 

       
3.000.000  

             
3.000.000  100,00% - 

  alat angkut kecil       
            

5.500.000        
             

5.500.000  100,00% 
 

  
JUMLAH BTT 
TAHAP I  

      
        

139.791.000  
                
-    

             
-    

                      
-    

           
59.020.100  42,22% 

80.770.900 

I PENGADAAN PAKET SEMBAKO               
 

  Beras 
                

18.500  
kg 

         
15.000  

        
277.500.000  

       
13.705  

kg 
             

15.000  
         

205.575.000  74,08% 71.925.000 

  Minyak Goreng 
                  

4.700  
liter 

         
20.000  

          
94.000.000  

         
3.732  

botol 
             

18.000  
           

67.176.000  71,46% 26.824.000 

  gula pasir 
                  

4.200  
kg 

         
19.900  

          
83.580.000  

         
4.200  

kg 
             

19.900  
           

83.580.000  100,00% - 

  Mie Instan 
                

20.000  
bungkus 

            
3.000  

          
60.000.000  

       
20.000  

bungkus 
               

3.000  
           

60.000.000  100,00% - 

  Tas Tote 
                  

6.000  
buah 

         
10.000  

          
60.000.000  

         
5.656  

buah 
             

10.000  
           

56.560.000  94,27% 3.440.000 

  JUMLAH       
        

575.080.000        
         

472.891.000  82,23% 102.189.000 
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NO URAIAN 

ANGGARAN REALISASI 

SISA 
VOL SAT 

HARGA 
SATUAN 

PAGU  VOL.  SAT 
 HARGA 
SATUAN  

 KEU   (%)  

II Belanja Jasa Sewa           
 

  Sewa Excavator 
                      

147  jam 
       

500.000  
          

73.500.000  
               
91  Jam 

           
500.000  

           
45.500.000  61,90% 8.400.000 

  excavator kecil         
               
56  Jam 

           
350.000  

           
19.600.000    

 

  
Sewa Angkut alat 
Berat 

                           
3  kali 

   
3.000.000  

            
9.000.000  

                 
2  Kali 

       
3.000.000  

             
6.000.000  66,67% 1.500.000 

  alat angkut kecil       
                            

-    
                 
1  kali 

       
1.500.000  

           
1.500.000    

 

  
JUMLAH  I 

      
          

82.500.000        
           

72.600.000  88,00% 9.900.000 

  

JUMLAH TAHAP 
II       

        
657.580.000        

         
545.491.000  82,95% 112.089.000 

  
JUMLAH TAHAP I 
DAN II       

        
797.371.000        

         
604.511.100  75,81% 192.859.900 

Sumber Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab.Jembrana 

Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada saat tanggap darurat terealisasi 

sebesar Rp.604.511.100,- atau 75,81%. Tidak seluruh anggaran dapat diserap 

karena pemenuhan kebutuhan dasar didukung pula oleh donasi yang masuk dari 

berbagai pihak, baik itu dari Pemerintah provinsi, perangkat daerah, swasta, 

perorangan, badan usaha, organisasi kemasyarakatan dan lainnya 

 . Tabel 3.23 

Daftar Donasi Bencana Banjir 

NO HARI / TANGGAL 
NAMA / 

PERUSAHAAN 
BARANG Donatur 

1. Kamis, 11 September 2025 PT. BRI (Persero) 
Cabang Negara 

1. Beras (5kg) 150 kg 
2. Telur 30 krat 
3. Mie Indomi 15 dus 
4. Minyak sania       (1 liter) 3 dus 

Komang Diva 
Mahendra 

2. Kamis, 11 September 2025 Bank BPD Bali 5. Beras (5kg) 75 kg 
6. Mie sedap 8 dus 

Dewa Dodi Kepala 
Cabang 

3. Jumat, 12 September 2025 Dayu Kartini dari Batu 
Agung 

7. Air Mineral 2 dus 
8. Deterjen 10 pcs 

Ida Ayu Kartini Dewi 

4. Jumat, 12 September 2025 Bank BNI Cabang 
Singaraja - Negara 

9. Beras (5kg) 375 kg 
10. Telur 30 krat 
11. Minyak Goreng 12 dus 
12. Gula Pasir Rose Brand 2 dus 
13. Kopi ABC plus 9 dus 
14. Kopi Susu 1 Renteng 

Ni Made Kenzi 
Oktavianti 
 

5. Jumat, 12 September 2025 Peguyuban SRC 
Jembrana 

15. Beras (5kg) 60 sak 
16. Air Mineral 200 dus 
17. Minyak Goreng 20 dus 
18. Telur 50 krat 
19. Gula Pasir 100 kg 

Pak Sudarma 

6. Jumat, 12 September 2025 
 
 
 
 

PT. Pertamina Trans 
Kontinental 

20. Beras (5kg) 750 kg 
21. Telur 3 box (15kg/box) 
22. Minyak Goreng 20 dus+10 liter 
23. Gula Pasir 150kg 
24. Kopi 7 dus + 10 pcs 
25. Teh 3 dus + 6 kotak 
26. Sarden 92kaleng 
27. Susu UHT 51 dus 
28. Biskuit 29 dus 
29. Mie Instan 100 dus 

Febri 
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NO HARI / TANGGAL 
NAMA / 

PERUSAHAAN 
BARANG Donatur 

7. 
 
 
 

Jumat, 12 September 2025 
 
 

Telkom Jembrana 
 

30. Beras 6 sak (25kg) 150kg 
31. Mie Instan 10 dus 
32. Minyak Goreng 2 dus (24 liter) 
33. Gula Pasir 10 kg 
34. Telur 10 krat 
35. Kopi 5 bungkus 
36. Garam 1 bal 
37. Sarden 1 kerdus 

Rafel 

8. Jumat, 12 September 2025 JasaRaharja Denpasar 38. Paket Sembako 200 paket Wahyu 

9. Sabtu, 13 September 2025 Mitra Prodin 39. Beras 25kg (8 sak) 
40. Mie Instan 8 dus 
41. Telur 8 krat 
42. Minyak 48 liter 

Kinanti 

10
. 

Sabtu,13 September 2025 
 

Dinas ParbudKab. 
Jembrana 

43. Beras 5 kg 
44. Mei Instan 1 dus 
45. Telor 2 krat 

Ketut Gunadi 

11 
12 

Minggu, 14 September 2025 
Minggu, 14 September 2025 

Koprasi Satya Bakti 
PLN Unit ULP Negara 

46. Paket Sembako 35 paket 
47. Nasi Bungkus 500 bungkus 

Wayan Sudiasa 
Putu Susy 

13 Senin, 15 September 2025 PLN Unit ULP Negara 48. Nasi Bungkus 150 bungkus Putu Susy 

14
. 

Senin, 15 September 2025 Kesbangpol 
Kab.Jembrana 

49. Paket Sembako 6 paket Agung Oka 

15 Senin, 15 September 2025 EkbangKab.Jembrana 50. Paket Sembako 3 Paket  

16 Senin, 15 September 2025 Kesra Kab.Jembrana 51. Paket Sembako 5 Paket  

17 Senin, 15 September 2025 Bagian Pemerintahan 52. Paket Sembako 2 Paket  

18 Senin, 15 September 2025 Bagian Hukum 53. Paket Sembako 4 Paket  

19 Senin, 15 September 2025 DIKPORA 54. Paket Sembako 20 Paket  

20 Senin, 15 September 2025 DINSOS 55. Paket Sembako 9 paket  

21 Senin, 15 September 2025 Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa 

56. Paket Sembako 24 paket  

22 Senin, 15 September 2025 Kec. Melaya 57. Paket Sembako 10 paket  

23 Senin, 15 September 2025 Bagian Umum 58. Paket Sembako 11 paket  

24 Senin, 15 September 2025 Dinas LH 59. Paket Sembako 8 paket  

25
. 

Senin, 15 September 2025 Dinas Koperasi 
,UMKM&Perdagangan 

60. Paket Sembako7paket  

26 Senin, 15 September 2025 Dinas PMD 61. Paket Sembako20paket  

27 Senin, 15 September 2025 Dinas Kominfo 62. Paket Sembako2paket  

28 Senin, 15 September 2025 Dukcapil 63. Paket Sembako7paket  

29 Senin, 15 September 2025 Dinas PPA-PPKB 64. Paket Sembako15 paket  

30 Senin, 15 September 2025 Sekretariat DPRD 65. Paket Sembako5paket  

31 Senin, 15 September 2025 BKPSDM 66. Paket Sembako19paket  

32
. 

Senin, 15 September 2025 DWP Kab. Jembrana 67. 1.Paket Sembako 34paket 
68. 2. Mie 10 Dus 
69. 3. Gula 31kg 
70. 4. Telur 15 krat 
71. 5. Bihun 2 bungkus 
72. 6. Buahvita 1 kotak 
73. 7. Biskuit Roma 1 Dus 
74. 8. Minyak Goreng 100 botol 

 

33
. 

Senin, 15 September 2025 Dinas Pertanian 75. Beras 5kg : 8sak 
76. Mie Instan 2 dus 
77. Telur 4 krat 

 

34 Senin, 15 September 2025 BappedaKabJembrana 78. Paket Sembako 19 Paket  

35 Senin, 15 September 2025 DPMDPSP 79. Paket Sembako 20 Paket  

36
. 

Senin, 15 September 2025 BPKAD  80. Paket Sembako36 Paket 
81. Telor 3 krat 

 

37 Selasa, 16 September 2025 PLN Unit ULP Negara 82. Nasi Bungkus 350 bungkus Putu Susy 

38 Selasa, 16 September 2025 Inspektorat 83. Paket Sembako 50 Paket  

39 Selasa, 16 September 2025 Dinas Kesehatan 84. Paket Sembako 35 Paket  

40 Selasa, 16 September 2025 Puskesmas I Pekutatan 85. Paket Sembako 10 Paket  

41 Selasa, 16 September 2025 BRIDA 86. Paket Sembako4 Paket  

42 Selasa, 16 September 2025 RSU Negara 87. Paket Sembako10 Paket  
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NO HARI / TANGGAL 
NAMA / 

PERUSAHAAN 
BARANG Donatur 

43 Selasa, 16 September 2025 Bagian Organisasi 88. Paket Sembako2 Paket  

44 Selasa, 16 September 2025 Dinas PUPRPKP 89. Paket Sembako18 Paket  

45 Selasa, 16 September 2025 Notaris/PPAT 90. Paket Sembako20 Paket  

46 Selasa, 16 September 2025 KecamatanPekutatan 91. Paket Sembako 7 Paket  

47 Selasa, 16 September 2025 Puskesmas 2 pekutatan 92. Paket Sembako13 Paket  

48 Selasa, 16 September 2025 Puskesmas 1 Negara 93. Paket Sembako14 Paket  

49 Selasa, 16 September 2025 Puskesmas 2 Negara 94. Paket Sembako20 Paket  

50 Selasa, 16 September 2025 Puskesmas 1 Mendoyo 95. Paket Sembako21 Paket  

51 Selasa, 16 September 2025 Puskesmas 1 Jembrana 96. Paket Sembako14 Paket  

52 Selasa, 16 September 2025 Puskesmas 2 Jembrana 97. Paket Sembako18Paket  

53 Selasa, 16 September 2025 Satpol PP kab.Jembrana 98. Beras 5 kg ( 20sak)  

54 Selasa, 16 September 2025 Persatuan BPR se-Bali 99. Beras 1000 kg  

55 Selasa, 16 September 2025 Puskesmas 2 Mendoyo 100. Paket Sembako 16 Paket  

56 Selasa, 16 September 2025 Puskesmas 2 Melaya 101. Paket Sembako 42 Paket  

57 Selasa, 16 September 2025 Puskesmas 1 Melaya 102. Paket Sembako20 Paket 
103. Telor 50 biji 

 

58 Selasa, 16 September 2025 Dayu (Sawe) 104. Paket Sembako2Paket  

59
. 

Selasa, 16 September 2025 Ibi PC Jembrana 
(BIDAN) 

105. Beras 5kg 9 sak 
106. Beras 10 kg 7 sak 
107. Mie Instan 7 dus 
108. Bihun 24 bungkus 
109. Air Mineral 2 dus 
110. Telor 17 krat 
111. Minyak Goreng 12 botol 

 

60
. 

Rabu, 17 September 2025 Dinas Perhubungan dan 
Kelautan Kab.Jembrana 

112. Paket Sembako10 Paket  

61
. 

Kamis, 18 September 2025 PLN Peduli 113. Kasur Lipat 200 pcs 
114. Selimut 200pcs 
115. Minyak Telon 4 duskecil 48 pcs 
116. Air Mineral 60 dus 
117. Susu UHT 30 dus 

 

62
. 

Jumat, 19 September 2025 PT.IndoAmapisPengam
bengan 

118. Beras 5k 100 sak  

63
. 

Jumat, 19 September 2025 PT. Bumi Balimina 
Pengambengan 

119. Beras 5k 100 sak  

64
. 

Jumat, 19 September 2025 PT.Sarana Tani 
Pratama 

120. Beras 5k 200 sak 
121.  

 

65
. 

Jumat, 19 September 2025 PT.Indo Citra 122. Beras 5k 100 sak 
123. Sarden 50 kotak 

 

66
. 

Jumat, 19 September 2025 PDGI Cab.Negara 124. Beras 5 kg 23 sak 
125. Minyak 60 botol 
126. Telor 9 krat 
127. Sabun 60 pcs 
128. Gula Pasir 20 kg 
129. Odol 8 box 
130. Susu 2 box 
131. Soklin / deterjen 3 dus 

 

67
. 

Jumat, 19 September 2025 PT.Indo Bali 132. Beras 5k 100 sak 
133. Mie Instan 10 dus 

 

68 Jumat, 19 September 2025 PT.Bali Maya Permai 134. Sarden 100 dus  

69 Jumat, 19 September 2025 Samudra Kencana 135. Beras 5k 60sak  

70 Senin, 22 September 2025 PGRI Kab. Jembrana 136. Paket Sembako 36 paket  

71
. 

Jumat, 26 September 2025 Yayasan Amal 
Kebaikan Nusantara 
(Rych Foundation) 

137. Paket Sembako 508 paket Dani 

72
. 

Sabtu, 27 September 2025 Yayasan Dharma Sakti 
Krisna  

138. Kasur 50 pcs 
139. Selimut 105 pcs 
140. Bedcover 5 pcs 
141. Paket alattulis 200 paket 
142. Kompor 1 tungku 12 buah 
143. Paket Wafer Nabati+Pia 

Nanas 4 paket 
144. Mie Insta isi 10 88 bungkus 

Bhuana 
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NO HARI / TANGGAL 
NAMA / 

PERUSAHAAN 
BARANG Donatur 

145. Beras 5kg 101 sak 
146. Paket mandi 59 paket 
147. Baju anak 516 pcs 
148. Celana 94 pcs 
149. Pakaiandewasa 950 pcs 
150. Sarung Pantai 34 pcs 

73
. 

Minggu, 16 September 2025 BPBD Provinsi Bali 151. Beras 100 kg 200 sak 
152. Mie instan2000 bungkus50dus 
153. Air Mineral 30 dus 
154. Matras 45 lembar 
155. Selimut 50 lembar 
156. Sarung 50 pcs 
157. Handuk 28 pcs 
158. Paket kebersihan 2 paket 
159. Alat Pel 100 pcs 
160. Alat Pel Karet wiper 30 pcs 
161. Shampoo 50 botol 

 

74
. 

Minggu, 28 September 2025 BPBD Provinsi Bali 162. Beras 375 kg 75 sak 
163. Paket sembako 122 paket 
164. Minyak Goreng 39 liter 
165. Minyak Goreng 800 ml 69 btl 
166. Minyak Goreng 400 ml 12 btl 
167. Gula Pasir 33 bungkus 
168. Mie insan 3000 pcs 
169. 75 dus 
170. Telur 150 butir 

 

75
. 

Kamis, 2 Oktober 2025 RSU Balimed Negara 171. Paket Sembako 64 paket 
172. Mie Instan 3 dus 
173. Gula pasir 9 kg 

 

76 Kamis, 2 Oktober 2025 BPJS KetenagaKerjaan 174. Paket Sembako 385 paket  

77
. 

Jumat , 24 Oktober 2025 Ibuk Heti, Desa Pulukan 175. Mie Instan 1 dus 
176.  Minyak Goreng  
177.  400 ml 8 botol 

 

Sumber Data Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab.Jembrana 

c. Sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan data Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) Prov bali Pada 

Tahun 2025 tedapat 445 kejadian bencana/musibah dengan Jumlah Warga 

terdampak sebanyak 6.691 Jiwa. Warga terdampak tetapi tidak mengalami luka 

(selamat) sebanyak 6.615 jiwa dan sebanyak 76 orang mengalami luka-

luka/meninggal dunia, dengan rincian sebagai berikut : 

Korban Jiwa sebanyak 76 orang: 

1. Sebanyak 33 orang luka ringan 

2. Sebanyak 1 orang luka berat 

3. Sebanyak 42 orang meninggal dunia 

Sedangkan kerusakan bangunan sebanyak 332 bangunan.  

1. Sebanyak unit 56 bangunan rusak berat 

2. Sebanyak unit 160 bangunan rusak sedang 

3. Sebanyak unit 116 bangunan rusak berat 

Sedangkan total kerugian mencapai Rp.130.461.256.200,- (Seratus Tiga Puluh 
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Milyard empat ratus enam puluh satu jutadua ratus lima puluh enam ribu dua ratus 

rupiah). 

Dari data tersebut Tim TRC PB dan Pusdalops PB telah melaksanakan Kaji 

Cepat di kolasi kejadian dan melakukan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi 

Korban Bencana yang didukung dengan Instansi terkait maupun masyarakat. 

Kegiatan penanganan juga dikukan dengan menggunakan alat berat seperti kejadian 

penanganan tanah longsor di Br. Palungan batu Desa batuagung, Penanganan tanah 

longsor di desa penyaringan dan kegiatan pembersihan serta normalisasi sungai 

akibat banjir di Desa Budeng. 

Untuk alokasi anggaran pada Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan 

Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota per Tahun 2025 adalah 

Rp.132.400.000,00. Dengan pelaksanaan fisik 86%, Realisasi keuangan tercapai 

sebesar Rp. 85.550.000,00 (65%) dengan sisa anggaran Rp. 46.850.000,-

Rendahnya realisasi diakibatkan oleh beberapa belanja yang memang diefisiensikan 

pengadaannya serta yang tidak direalisasikan antara lain :  

- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, karena merupakan anggaran 

tambahan pada Perubahan 2024 untuk kegiatan penyelamatan korban Kapal 

Tunu Pratama Jaya yang tenggelam. Pada saat kegiatan penyelamatan, makan 

dan minum juga dibantu oleh pihak ASDP sehingga terjadi efisiensi anggaran 

cukup besar Rp.21.250.000,- 

 - Belanja Sewa Excavator, sisa anggaran karena menyewa  alat berat yang lebih kecil dari 

yang dianggarkan dan sewanya lebih murah sehingga terdapat efisiensi sisa dari selisih harga 

SSH dan harga pasar sebesar Rp. 20.200.000,- 

- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang berupa sewa truck, yang tidak 

direalisasikan karena memang tidak dibutuhkan saat kegiatan sebesar Rp. 5.400.000,-  

d. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat. 

Sehubungan dengan terjadinya banjir pada tanggal 9-10 september 2025 yang 

berdampak luas dan menimbulkan korban Jiwa maka Pemerintah Kabupaten 

Jembrana melah menetapkan   Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di 

Kabupaten Jembrana  pada tanggal  10 September 2025  selama 7 hari dari tanggal 

10 September 2025 s.d 17 September 2025, yang diperpanjang selama 7 hari dari 

tanggal 18 September 2025 s.d 24 September 2025. Pada tanggal 25 September 

2025 Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Status Transisi Darurat ke 

Pemulihan selama 30 hari dari tanggal 25 September s.d 25 Oktober 2025 dengan 

pertimbangan gangguan kehidupan dan penghidupan masyarakat telah menurun 
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eskalasinya sedangkan pemenuhan kebutuhan dasar masih terus dilakukan. 

Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Jembrana tentunya wajib 

dibarengi dengan Pembentukan Pos Komando Darurat serta mengaktifkan Sistem 

Komando Penanganan Darurat yang dikomandani oleh Kalaksa BPBD kabupaten 

Jembrana bertugas untuk memimpin penyelenggaraan penanganan bencana.  

Untuk alokasi anggaran pada Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando 

Penanganan Darurat per Tahun 2025 adalah Rp. 345.000,00. Secara fisik kegiatan 

sudah dapat dilaksanakan 100% dengan sudah dibentuknya Pos Penanganan 

Darurat Bencana Banjir yang berlokasi di Kantor BPBD Kab.Jembrana serta 

diaktifkannya Sistem Komando Penanganan Darurat, namun anggaran tidak 

terpakai atau realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0%) dengan sisa anggaran 

Rp.345.000,- untuk pengadan Spanduk. Hal ini diakibatkan kurang cermatnya staf 

administrasi dalam melihat ketersediaan anggaran yang ada di DPA, Namun 

demikian Sistem Komando Darurat Bencana dapat dilaksanakan dengan diterbitkan 

nya SK Bupati No. 356/BPBD/2025 tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat 

Bencana Banjir di Kabupaten Jembrana. Dalam pelaksanaan kegiatan dalam masa 

Tanggap Darurat dengan memanfaatkan Anggaran yang besumber dari Belanja 

Tidak Terduga (BTT).  

3.2.4 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) memiliki peran penting dalam pemulihan 

pascabencana, yang meliputi pemulihan Sektor Perumahan & Permukiman, Sektor Infrastruktur 

Publik, Sektor Ekonomi Produktif, Sektor Sosial, dan Lintas Sektor. Tujuan rehabilitasi dan 

rekonstruksi bencana adalah untuk  mendorong  pemulihan kawasan terdampak bencana melalui 

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip build back better and saver, pengurangan 

resiko bencana terintegrasi, kemanusiaan, partisipatif, tidak diskriminatif, transparansi dan 

akuntabilitas, cepat tepat dan terkoordinasi. Tugas utama Bidang RR adalah mengkoordinasikan 

dan melaksanakan kebijakan umum bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. 

Dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, digunakan metode 

Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana/ Jitupasna berdasarkan Perka BNPB Nomor  15 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana. Jitupasna merupakan suatu rangkaian 

kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi 

dasar bagi penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian 

meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut 

aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas 

sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat dari akibat bencana dan 
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impilkasi umumnya terhadap aspek – aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, 

budaya, politik dan tata pemerintahan. 

Guna mendukung  kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan sumber dana yang 

cukup. Merujuk pada PP nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan 

Bencana, Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber pada : 

1. APBD Kabupaten 

2. APBD Provinsi (Bantuan Sosial, Hibah) 

3. APBN (Hibah Murni) 

4. Masyarakat 

5. Bantuan Luar Negeri 

Kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  pada tahun 2025 melaksanakan tugas 

sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor  21 Tahun 2023,  meliputi : 

1. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Analisis pelaporan tentang pelaksanaan Pasca 

Bencana 

2. Melaksanakan koordinasi di bidang pasca bencana dalam rehabilitasi dan rekonstruksi 

dengan instansi terkait, Lembaga serta Masyarakat 

3. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Membuat laporan  hasil pelaksanaan tugas 

Bidang RR melaksanakan assessment dan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga serta 

Masyarakat yang menjadi korban bencana/musibah di Kabupaten Jembrana, dengan out put pada 

tahun 2025 total Realisasi jumlah bantuan yang diterima  oleh masyarakat/organisasi/lembaga yang 

terdampak oleh bencana adalah sebagai berikut : 

1. Sumber dana APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025  sesuai dengan Peraturan 

Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman pemberian bantuan sosial yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana/musibah telah 

terealisasi padan tahun 2025  sebesar  Rp. 262.597.180,00 ( dua ratus enam puluh dua juta 

lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) 

2. Sumber Dana Pemerintah Provinsi Bali melalui BPBD Provinsi Bali sesuai dengan 

Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan Gubernur 

Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemeberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat 

Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana/Musibah yang telah terealisasi pada 

tahun 2025 sebesar Rp. 586.000.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) 

3. Sumber dana bantuan masyarakat yang dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk 

korban bencana banjir yang terjadi pada tanggal 10-11 September 2025 di Kabupaten 

Jembrana  sebanyak Rp.  527.800.000,00  (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu 

rupiah)     
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Jumlah bantuan sosial  tidak terencana untuk korban bencana/musibah yang terealisasi tahun 

2025 sebesar Rp 1,376,397,180 (satu milyard tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan 

puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah), seperti tabel berikut : 

Tabel 3.24 

Realisasi Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Tahun 2025 

NO JENIS BANTUAN 
SUMBER DANA 

KAB PROV MASY/DONASI 

1 Santunan 
-Meninggal Dunia 
-Luka Berat 
-Penguatan Ekonomi 

 
70.000.000.00 

 
79.400.000.00 

 
 
 

155.000.000,00 

 
30.000.000,00 

 
95.000.000,00 

2 Sarana Prasarana Perekonomian 23.000.000.00 30.000.000,00  

3 Rumah Masyarakat 75.527.180.00 162.000.000,00 210.500.000,00 

4 Fasilitas Umum  10.000.000,00 70.000.000,00 

5 Tempat Suci/Ibadah 14.670.000.00 229.000.000,00 122.300.000,00 

Jumlah 262.597.180,00 586.000.000,00 527.800.000,00 

Secara umum pelaksanaan tugas bidang reahabilitasi dan rekonstruksi dalam melaksanakan 

pemulihan pasca bencana yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat 

terdampak telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 




	Cover LKjIP 2025.pdf (p.1)
	kata pengantar.pdf (p.2)
	ikhtisar.pdf (p.3)
	BAB I sd III.pdf (p.4-81)
	BAB. I
	PENDAHULUAN

	penutup.pdf (p.82)

